KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK

PEREMPUAN DAN ANAK LAKI-LAKI PERSPEKTIF TOKOH 

MASYARAKAT 

(Studi Kasus di Desa Slendro Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen) by ANISA, KOIRUN & Muh., Zumar Aminuddin, S.Ag.,M.H
  
KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK 
PEREMPUAN DAN ANAK LAKI-LAKI PERSPEKTIF TOKOH 
MASYARAKAT 
(Studi Kasus di Desa Slendro Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen) 
 
SKRIPSI 
Diajukan kepada  
Fakultas Syari’ah 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh 
Gelar Sarjana Hukum 
 
 
 
 
Oleh : 
KOIRUN ANISA 
NIM : 152.121.087 
 
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM (AL AHWAL ASY-
SYAKHSIYAH) 
FAKULTAS SYARIAH 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA  
2019 
ii 
 
 
 
iii 
 
 
iv 
 
v 
 
 
vi 
 
 
MOTTO 
 َتَو َس اَّنلا ُهْوُم ِلَعْلا َّنِاَو َناْرُقْلااوُمَّلَع َت : َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص َِلَلا ُلْوُسَر َلَاق َو َضِئاَرَفْلا اوُمَّلَع
 َّلَع ُم ُهْو ا نلا ْلا ُرَهْظَتَو ُضَبْق ُيَس َمْلِعْلا َّنِاَو ٌضْو ُبْقَم ٌؤُرْما ِ نِّءَاف َس ِلَْتَيَ َّتََّح َُتَِف ِفِ ِناَن ْث ِْلْا َف
َاِبِ ْيِضْق َي ْنَم ِناَدَِيَ َلْ ِةَضِْيرَفْلا 
Dari ibnu Mas’ud r.a. Berkata: 
Rosulullah Shollallohu ‘alaihi wasallam bersabda: 
“pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang-orang. Dan pelajarilah ilmu 
faraid serta ajarkanlah kepada orang-orang, karena aku adalah orang yang akan 
direnggut (wafat), sedang ilmu itu akan diangkat dan fitnah akan tampak, 
sehingga dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan, mereka berdua 
tidak menemukan seorangpun yang sanggup meleraikan (menyelesaikan 
perselisihan pembagian hak waris) mereka”. 
(HR. Bukhori dan Muslim) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب ba B Be 
ت ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج jim J Je 
x 
 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha Kh Ka dan ha 
د dal D De 
ذ żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر ra R Er 
ز zai Z Zet 
س sin S Es 
ش syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …‘… Koma terbalik di atas 
xi 
 
غ gain G Ge 
ف fa F Ef 
ق qaf Q Ki 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
م mim M Em 
ن nun N En 
و wau W We 
ه ha H Ha 
ء hamzah ...’… Apostrop 
ي ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
xii 
 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  َ  Fathah A a 
  َ   Kasrah I i 
  َ   Dammah U u 
 
Contoh: 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
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Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
3. Vokal panjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أي...  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
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و...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
xv 
 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl 
2. ةحلط Ṭalhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
xvi 
 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
xvii 
 
1. لكأ Akala 
2. نوذختأ Taꞌkhużuna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإدّممحام و Wa mā Muhammadun illā rasūl 
xviii 
 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ وله الله نإو 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
Koirun Anisa, NIM 152121087, “Kesetaraan Gender dalam Pembagian Harta 
Waris Anak Perempuan dan Anak Laki-laki Perspektif Tokoh Masyarakat 
(Studi Kasus di Desa Slendro Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen)”. Hukum 
kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa saja orang yang bisa 
mewarisi dan tidak bisa mewarisi, bagian-bagian yang di terima setiap ahli waris 
dan cara-cara pembagianya. Menurut hukum kewarisan Islam pembagian harta 
antara laki-laki dan perempuan adalah 2:1 namun di Desa Slendro Kecamatan 
Gesi Kabupaten Sragen dalam pembagian harta waris dilakukan setara yaitu 1:1 
antara perempuan dan laki-laki, menurut masyarakat hal tersebut terjadi karena 
pencari nafkah utama di masyarakat Desa Slendro adalah perempuan. Oleh karena 
itu, perlu adanya penelitian tentang pembagian harta waris di Desa Slendro 
Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen yang dilakuka secara setara atau 1:1. 
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapagan (field research). Dalam 
pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi 
dari hasil foto dan arsip yang dimiliki oleh pemerintah setempat. Seangkan dalam 
analisisnya penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu 
analisis yang menggunakan tolak ukur penilaian yang mengarah pada prodikat. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat 
disimpulkan bahwa pandangan tokoh masyarakat mengenai kesetaraan gender ini 
terdapat perbedaan pendapat, sebagian menerima dan dapat dijadikan hukum 
dengan alasan kemaslahatan bersama dan harus melalui musyawarah keluarga, 
sedangkan sebagian yang lain menolak karena tidak sesuai dengan hukum di 
dalam Al-Qur’an. 
 
Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Pembagian Harta Waris Anak Perempuan dan 
Anak Laki-laki, Perspektif Tokoh Masyarakat 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Agama Islam merupakan sebuah aturan yang lengkap dan 
sempurna, yang mengatur berbagai macam aspek kehidupan untuk 
mencapai kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu 
syariat yang diatur di dalam ajaran agama Islam adalah tentang hukum 
waris, yakni suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang 
yang telah meninggal dunia.1 
Masalah kewarisan berhubungan erat dengan sistem kekeluargaan 
yang dianut. Dalam konteks hukum waris di Indonesia atau hukum waris 
nasional, ada empat perbedaan mengenai praktik kewarisan, yaitu:2 
1. Bagi orang-orang Indonesia asli pada pokoknya berlaku Hukum Adat, 
yang setiap daerah berbeda-beda.  
2. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam diberbagai 
daerah, ada pengaruh yang nyata dari Peraturan Warisan dan Hukum 
agama Islam. 
3. Bagi orang-orang Arab sekitarnya pada umumnya seluruh hukum 
warisan dari agama Islam. 
                                                          
1 Mircealisz, Hukum Waris, http://id.m.wikipedia.org/wiki/hukum_waris, Diakses pada 
18 Desember 2018. 
2 Beni Ahmad Saebani,  Fiqh Mawaris (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 17 
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4. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum waris dari 
Burgerlijk Wetboek (Buku II title 12/18, pasal 830-1130). 
Dengan demikian, di Indonesia berlaku tiga macam hukum waris, 
yaitu Hukum Adat, Hukum Waris Islam, dan hukum waris dari Burgerlijk 
Wetboek (BW). 
Di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang pengertian 
hukum kewarisan yang terdapat pada pasal 171 (a). adalah hukum yang 
mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan ( tirkah ) 
pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan 
berapa bagiannya masing-masing.3 
Pembagian masing-masing ahli waris baik dari laki-laki maupun 
perempuan yaitu bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-
bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari 
harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak 
menurut bahagian yang Telah ditetapkan.4 
Masyarakat Desa Slendro terdiri dari 1296 KK, atas 3799  jiwa 
dengan 1826 laki-laki dan 1973 perempuan dengan jumlah 4 dusun dan 26 
RT yang secara keseluruhan menganut agama Islam. Sedangkan jumlah 
                                                          
3 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 
1995) hlm. 155  
4 QS. AN-Nisa Ayat 7 
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tokoh masyarakat di Desa Slendro yang berpartisipasi dalam setiap 
pembagian waris ada 6 orang. 5 
Kondisi masyarakat Desa Slendro dalam segi pekerjaan rata-rata 
adalah sebagai buruh tani dan pekerja bangunan, semakin berkembangnya 
zaman kebutuhan ekonomi semakin menghimpit keluarga sehingga 
masyarakat Desa Slendro khususnya perempuan yaitu remaja wanita 
maupun ibu-ibu banyak yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-
hari, yakni usia 20-30 tahun adalah buruh pabrik, sedangkan usiua 30- 40 
tahun adalah TKW baik diluar maupun dalam negeri, Karena rata-rata 
pendidikan warga masyarakat Desa Slendro adalah SD dan sederajat..6 
Masyarakat Desa Slendro membagikan harta warisan setelah 
pewaris meninggal dunia, mereka membagi warisan 1:1 untuk anak laki-
laki dan anak perempuan dengan rasa saling merelakan berapapun bagian 
yang mereka terima, mereka melakukan praktik pembagian demikian 
karena di Desa Slendro pencari nafkah utamanya adalah perempuan, dan 
ketika orang tua mereka sakit pun yang merawat juga anak yang 
perempuan, sehingga mereka dengan ikhlas menerima hasil keputusan 
musyawarah tersebut tanpa unsur keterpaksaan dan tanpa ada konflik 
apapun.7 
                                                          
5 Santoso, Lurah Desa Slendro, wawancara Pribadi, 15 Januari 2019. 
6 Ristanti, Kasi Pemerintahan Kelurahan Desa Slendro, “Wawancara Pribadi”, 15 
Januari 2019, Jam 12.32-1250 WIB. 
7 Dwi Asworo, Tokoh Masyarakat Desa Slendro, Wawancara Pribadi, 15 Januari 2019 
Jam 14.36-15.08 WIB 
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Dalam persoalan kewarisan masyarakat muslim di Indonesia bila 
berbicara keadilan cenderung menepis ketidakseimbangan, seperti 
perbandingan 2:1 dalam perolehan harta warisan antara anak laki-laki dan 
anak perempuan. Oleh karena itu penyimpangan sebagian masyarakat dari 
ilmu fara’id dalam hal kewarisan tidak selalu disebabkan oleh tipisnya 
keislaman melainkan juga dapat disebabkan oleh pertimbangan bahwa  
budaya dan struktur sosial kita beranggapan penerapan ilmu fara’id secara 
utuh kurang diterima oleh rasa keadilan. 
Dari uraian di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam 
mengenai kesetaraan gender dalam pembagian harta waris, yang akan 
penulis susun dalam sebuah skripsi yang berjudul “Kesetaraan Gender 
dalam Pembagian Harta Waris Anak Perempuan dan Anak Laki-laki 
Perspektif Tokoh Masyarakat (Studi Kasus di Desa Slendro Kecamatan 
Gesi Kabupaten Sragen)”. 
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah yang peneliti 
ambil dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat mengenai praktik pembagian 
harta waris di Desa Slendro Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen?. 
2. Bagaimana perspektif gender mengenai pembagian waris 1:1 untuk 
ahli waris anak perempuan dan anak laki-laki di Desa Slendro 
Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen?  
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C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat  mengenai 
pembagian harta waris di Desa Slendro Kecamatan Gesi Kabupaten 
Sragen. 
2. Untuk mengetahui pandangan gender dalam pembagian waris 1:1 
untuk ahli waris anak perempuan dan anak laki-laki di Desa Slendro 
Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang di hasilkan penulis adalah: 
1. Secara teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai kontribusi 
dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan khususnya mahasiswa 
Hukum Keluarga Islam dalam bidang waris. 
2. Secara praktis 
Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah 
satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah 
IAIN Surakarta. 
E. Kerangka Teori 
Waris menurut fikih adalah berbagai aturan tentang perpindahan 
hak milik seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. 
Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan fara’idh, yang artinya bagian 
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tertentu yang dibagi menurut agama islam kepada semua yang berhak 
menerimanya.8 
Sedangkan waris menurut hukum perdata adalah hukum yang 
mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang 
yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.9 
Definisi hukum kewarisan KUH Perdata dalam kitab Undang-
Undang Hukum Perdata tidak dimuat secara tegas, tetapi para ahli hukum 
memberikan atau mengemukakan tentang pengertian hukum kewarisan 
KUHPerdata. Menurut para ahli hukum, khususnya mengenai hukum 
kewarisan  perdata sebagai berikut:10 
1. A. Pitlo mengemukakan Hukum Waris adalah kumpulan peraturan 
yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya 
seseorang, yaitu mengenai perpindahan kekayaan yang ditinggalkan 
oleh si mayit dan akibat dari hubungan antara mereka dengan mereka, 
maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.11 
2. Wirjono prodjodikromo, mantan ketua Mahkamah Agung Republik 
Indonesia, mengemukakan bahwa hukum waris adalah hukum-hukum 
atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan 
bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan 
                                                          
8  Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 13. 
9  Effendi Perangin, Hukum Waris, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 3. 
10 Musa Muhammad, Gugurnya Hak Waris Karena Pembunuhan Dalam Pasal 173 
Kompilasi Hukum Islam (Studi Komparatif Fiqh Empat Madzab dan Hukum Perdata), Fakultas 
Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2015, hlm. 28. 
11 Ibid. 
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seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang 
lain yang masih hidup.12  
Menurut Munawir Sadzali dalam Rekontruksi Teori Hukum Islam 
dalam hal kewarisan beliau menjelaskan bahwa, pembagian 2:1 antara 
laki-laki dan perempuan tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat 
indonesia, hal ini terbukti dengan banyaknya penyimpangan dari keentuan 
waris tersebut baik dilakukan oleh orang awam maupun ulama, dengan 
cara menghibahkan harta bendanya kepada putra-putrinya ketika orang tua 
tersebut masih hidup. Ini membuktikan ketidakpercayaan masyarakat 
muslim kepada hukum Islam. Menurut Munawir, wanita pada masa 
jahiliyah tidak mendapatkan harta waris, kemudian ketika Islam datang, 
wanita diangkat derajatnya dengan diberinya warisan, ini tidak secara 
langsung disamakan dengan laki-laki, tetapi dilakukan secara bertahap. 
Kemudian pada masa modern ini wanita memberikan peran yang sama 
dengan laki-laki di masyarakat, maka merupakan suatu yang logis bila 
warisanya ditingkatkan agar sama dengan laki-laki. Munawir juga 
menjelaskan bahwa bagian laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan 
dikaitkan dengan suatu persyaratan bahwa laki-laki mempunyai kewajiban 
memberi nafkah istri, bahkan orang tua maupun adik perempuan yang 
belum bersuami, perkembangan zaman menuntut perempuan untuk bisa 
lebih maju dan mandiri. Sehingga wilayah mencari nafkah dilakukan oleh 
kaum perempuan merupakan hal yang biasa. Bila dengan kondisi demikian 
                                                          
12 Ibid. 
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ketentuan hukum waris masih diterapkan 2:1 itu dianggap sebagai 
ketidakadilan.13 
Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki 
dan perempuan yang dikontruksikan secara sosial maupun kultural. 
Perubahan ciri dan sifat-sifat yang terjadi dari waktu ke waktu dan dari 
tempat ke tempat lainya disebut konsep gender.14 Kesetaraan berasal dari 
kata setara yang diawali kata ke- dan diakhiri kata –an yang artinya adalah 
sama (tingkatan, kedudukan, dan semacamnya) kesetaraan mengakar pada 
setara yang maksudnya adalah sejajar, sama tingginya, sama rendahnya, 
dan sama tingkatanya.15 
Di dalam kehidupan masyarakat pemahaman mengenai gender 
sangat minim sekali, oleh karena itu muncul wacana kesetaraan gender 
dan keadilan gender. Kesetaraan gender memiliki kaitan dengan keadilan 
gender yaitu merupakan suatu peoses dan perlakuan adil terhadap laki-laki 
dan perempuan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai 
dengan tidak adnya diskriminasi baik terhadap laki-laki maupun 
perempuan.16 
                                                          
13 Vita Fitria, Reaktualisasi Hukum Islam: Pemikiran Munawir Sjadzali http://e-
journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/download/190/459/, UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, Hlm, 9-10. 
14  Rudi Aldianto, “Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa”, Jurnal 
Equilibrium Pendidikan Sosiologi, (Makasar) Vol. III Nomor 1, 2015, hlm. 88. 
15 Anniskum, Pengertian Kesetaraan, https://brainly.co.id/tugas/4079112, di akses pada 
tanggal 8 januari 2019, pukul 16.15 WIB. 
16  Ibid, hlm. 89. 
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Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada kesetaraan gender dengan 
alasan karena peneliti ingin melihat Akses, Partisipasi, Kontrol dan 
Manfaat (APKM) dalam hal kewarisan yang merupakan Indikator 
mengenai kesetaraan gender, indikator tersebut antara lain yaitu:17 
1. Akses 
Mempertimbangkan bagaimana memperoleh kesempatan yang 
setara antara laki-laki dan perempuan untuk setiap sumber daya yang 
akan diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga norma-
norma hukum yang dirumuskan mencerminkan keadilan dan 
kesetaraan gender. 
2. Partisipasi 
Memperhatikan apakah hal tersebut memberikan kesempatan 
yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan hak 
dan kewajibannya.18 
3. Kontrol  
Memuat ketentuan yang setara berkenaan dengan relasi 
kekuasaan antara laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan hak 
dan kewajibannya.19 
 
                                                          
17 Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Perundang-undangan, 
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kementrian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Kementrian Dalam Negeri Republik 
Indonesia, (Jakarta: 2011), hlm. 41 
18 Ibid, hlm. 42 
19 Ibid, Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Perundang-undangan, hlm. 
42 
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4. Manfaat  
Analisis apakah menjamin bahwa kebijakan atau suatu 
program akan menghasilkan manfaat yang setara bagi laki-laki dan 
perempuan di kemudian hari. Maksudnya, menikmati manfaat yang 
sama dan adil dari hak dan kewajiban yang dipenuhi.20  
F. Tinjauan Pustaka 
Kajian-kajian terhadap hukum kewarisan telah banyak dilakukan, 
khususnya tentang bentuk-bentuk pembagian kewarisan yang biasa 
dilakukan oleh masyarakat muslim di indonesia. Diantaranya adalah: 
1. Skripsi dari Agus Efendi yang berjudul “Pembagian Warisan Secara 
Kekeluargaan (Studi Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam)” 
perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah, skripsi ini 
menjelaskan tentang latar belakang KHI membolehkan para ahli waris 
untuk membagi harta warisan secara kekeluargaan yaitu pasal 183 
Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penelitian saya adalah pembagian 
harta waris dengan menggunakan teori kesetaraan gender.21  
2. Skripsi Muchammad Ali Ridho yang berjudul “Sistem Pembagian 
Harta Waris Masyarakat Muslim di Desa Kalongan Kecamatan 
Ungaran Timur Kabupaten Semarang” skripsi ini menjelaskan bahwa 
sistem pembagian harta waris di desa kalongan adalah dengan cara 
                                                          
20 Ibid, Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Perundang-undangan, hlm. 
43 
21 Agus Efendi, Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan (Studi Terhadap Pasal 183 
Kompilasi Hukum Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 
2009, hlm. 2-3. 
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musyawarah dan anak terakhir mendapat bagian harta waris lebih 
banyak di bandingkan dengan saudaranya yang lain meskipun anak 
yang terakhir adalah perempuan dan memiliki saudara kandung anak 
laki-laki.22 Bedanya penelitian ini dengan penelitian saya adalah, 
pembagian harta waris di penelitian ini tidak menggunakan hukum 
islam sebagai dasar utama yaitu 2:1 ataupun dibagi sama rata, akan 
tetapi pembagianya menggunakan hukum adat sebagai penetapan 
bagianya, yaitu anak terakhir dalam keluargalah yang mendapat harta 
waris lebih banyak. 
3. Skripsi Hasan Tohari yang berjudul “Penangguhan Pembagian Harta 
Warisan di Desa Kepang Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten 
dalam Pandangan Hukum Islam (Tahun1980-2008)” skripsi ini 
menjelaskan pembagian warisan yang ditangguhkan setelah pewaris 
meninggal, yakni dalam pembagianya harta waris hanya dibagikan 
kepada janda dan anak-anaknya yang ditinggalkan, kerabat dan 
saudara tidak termasuk.23  
 
 
                                                          
22 Muchamad Ali Ridho, Sistem Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim di Desa 
Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, Fakultas Syariah, Institut Agama 
Islam Negeri Salatiga, 2015, hlm. 2-3. 
23 Hasan Tohari, Penangguhan Pembagian Harta Warisan Di Desa Kepang Kecamatan 
Karangdowo Kabupaten Klaten Dalam Pandangan Hukum Islam (Tahun 19980-2008), Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta: 2012. hlm. 3. 
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G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan, 
penelitian lapangan ini merupakan suatu proses penelitian dan 
pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki 
suatu fenomena sosial dan masalah manusia.24 
Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk meneliti 
pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai 
instrumen kunci, teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), 
analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif 
lebih menekankan makna dari pada generalisasi.25 
2. Sumber Data 
Adapun sumber data yang menjadi obyek penelitian ini 
dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data 
sekunder, sebagai berikut: 
a. Data primer adalah sumber data yang penulis jadikan sebagai 
rujukan utama. Yaitu hasil wawancara langsung dengan tokoh 
masyarakat di desa Slendro Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen  
                                                          
24 Nurul Maulidah, Interaksi Sosial Antarumat Beragama (Studi Hubungan Antara 
Penghayat Sapta Darma dengan Penganut Kristen di Lebak Jaya Kelurahan Gading Surabaya), 
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya: 2018. hlm. 16-17. 
25 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 
R&D) , Alfabeta, Bandung, 2018, hlm. 15. 
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b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, 
melalui dokumentasi, karya ilmiah, buku-buku yang menunjang 
penulisan proposal skripsi ini.26 
3. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara 
Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk 
mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab langsung 
kepada responden.27 
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 
apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 
menemukan permasalahan yang diteliti, dan juga apabila peneliti 
ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan 
jumlah respondenya sedikit/kecil.28 
Proses wawancara dilakukan langsung dengan 8 tokoh 
masyarakat yaitu 4 orang perangkat desa dan 3 orang tokoh agama 
yang ada di Desa Slendro Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen. 
Perangkat desa adalah orang yang mewakili tokoh masyarakat 
secara umum dan kyai sebagai tokoh agama. Tokoh masyarakat 
disini adalah tokoh yang ikut serta (menyaksikan) secara langsung 
                                                          
26 Ibid, Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 
hlm.193. 
27 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta, 
1989, hlm. 192. 
28 Ibid, Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 
hlm.194 
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proses pembagian harta waris di Desa Slendro. Perangkat desa 
bertugas mencatat surat perjanjian (pembagian) harta waris yang 
biasanya diwakilkan oleh kepala desa, sekertaris desa dan kasi 
pelayaan. Sedangkan masyarakat Desa Slendro menyebut kyai 
adalah orang yang menguasai ilmu agama dengan baik dan mampu 
mengajarkan  kepada masyarakat Desa Slendro. 
b. Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu metode untuk mencari data tentang 
suatu hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku yang 
relevan dengan sumber data dalam penelitian ini. Penggalian data 
ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen yang ada di 
kantor kepala desa atau tempat lainya sejauh data tersebut ada 
hubunganya dengan pembagian harta waris di Desa Slendro.29 
4. Teknik Analisi Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan, 
mengkaji, dan mengaitkan data-data yang diperoleh baik secara 
tekstual (seperti aslinya) maupun kontekstual (pemahaman terhadap 
data) ke dalam tulisan guna mendapatkan kejelasan terhadap 
                                                          
29 Muhammad Farkhan Surya Wijaya, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik 
Peralihan Harta (Studi Kasus di Desa Ngawonggo Kecamatan Ceper Kabupaten Sragen), 
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2011, hlm. 18. 
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permasalahan yang dibahas untuk memaparkan dalam bentuk 
penjelasan.30 
5. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Dalam melakukan penelitian yang berjudul “Kesetaraan 
Gender Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Tokoh 
Masyarakat (Studi Kasus di Desa Slendro Kecamatan Gesi 
Kabupaten Sragen)”. Penulis melakukan penelitian di Desa Slendro 
Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen. Untuk melakukan penelitian 
ini peneliti memakan waktu selama 1 bulan, yaitu dari 14 Mei 
2019-14 Juni 2019. 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini penyusun 
akan menguraikan sistematikanya yaitu dengan membagi seluruh materi 
menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari dua sub bab.  
Adapun kelima bab yang di maksud dalam skripsi ini adalah 
sebagai berikut: 
BAB I, pada bab ini merupakan pendahuluan yang yang berfungsi 
sebagai pola dasar dari seluruh bahasan yang ada di dalam skripsi ini yang 
mencakuplatar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 
penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan 
sistematika penulisan. 
                                                          
30 Ibid. Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei.. hlm. 192 
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BAB II, mengemukakan pembahasan tentang tinjauan umum 
tentang waris. Dalam bab ini ada dua bagian yang diuraikan, yaitu masalah 
waris dan kesetaraan gender. Dalam bab ini menjelaskan tentang definisi 
atau pengertian, dasar hukum, rukun-rukun, syarat-syarat, dan yang 
terakhir yaitu indikator-indikator kesetaraan gender. 
BAB III, mengemukakan masalah gambaran umum Desa Slendro 
dan hasil penelitian. Pada bab ini disajikan hasil penelitian masalah letak 
geografi dan demografi Desa Slendro, jumlah penduduknya, status sosial 
dan ekonomi, dan yang terakhir adalah hasil penelitian tentang praktik 
pembagian waris di Desa Slendro Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen. 
BAB IV, berisi tentang analisis kesetaraan gender terhadap 
pembagian harta waris di Desa Slendro Kecamatan Gesi Kabupaten 
Sragen dan pandangan tokoh masyarakat terhadap pembagian waris di 
Desa Slendro Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen. 
BAB V, sebagai bab penutup dari skripsi ini yang berisi tentang 
kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan yang menjadi objek 
kajian dalam penelitian. Sebagai akhir bab ini adalah saran-saran yang 
diharapkan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya terhadap persoalan 
pembagian waris di Desa Slendro Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen  
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS DAN KESETARAAN GENDER 
A. Waris 
1. Definisi Waris dalam Islam 
Waris  )ثراو( adalah isim fa’il yang berasal dari kata kerja 
ثراو  yang bermakna orang yang menerima waris. Kata itu bermakna 
perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka. Sehingga secara 
istilah ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang proses 
perpindahan harta pusaka peninggalan mayit kepada ahli warisnya.1  
Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya, Hukum Warisan Islam 
di Indonesia mengatakan bahwa warisan adalah suatu cara 
penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat 
yang melahirkan sedikit-sedikit kesulitan sebagai akibat dari wafatnya 
seseorang. Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai 
hak dan kewajiban  tentang kekayaan seseorang pada waktu ia 
meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.2 
 
                                                          
1 Hasbiyallah, Belajar Mudah Ilmu Waris, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 
hlm. 1. 
2 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 16. 
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Ilmu waris disebut juga ilmu fara’iḍ, yang terdapat dala QS. 
An-Nisa’ Ayat 7:3 
 م ِ ٌبيِصَن ِلاَجِِّرِلل ِناَدِلاَوْلا َكَر َت ام
ِ ٌبيِصَن ِءاَسِّنِللَو َنُوبَر ْقلأاَو ِناَدِلاَوْلا َكَر َت ا
اًضوُرْفَم اًبيِصَن َر ُثَك َْوأ ُهْنِم ملَق ام ِ َنُوبَر ْقلأاَو 
 
“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak 
dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari 
harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau 
banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. 
 
Masalah kewarisan berhubungan erat dengan sistem kekeluargaan 
yang dianut. Dalam konteks hukum waris di Indonesia atau hukum waris 
nasional, ada empat perbedaan mengenai praktik kewarisan, yaitu:4 
1. Bagi orang-orang Indonesia asli pada pokoknya berlaku Hukum Adat, 
yang setiap daerah berbeda-beda.  
2. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam di berbagai 
daerah, ada pengaruh yang nyata dari Peraturan Warisan dan Hukum 
agama Islam. 
3. Bagi orang-orang Arab sekitarnya pada umumnya seluruh hukum 
warisan dari agama Islam. 
4. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum waris dari 
Burgerlijk Wetboek (Buku II title 12/18, pasal 830-1130). 
                                                          
3 Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2015), hlm. 2 
4 Beni Ahmad Saebani,  Fiqh Mawaris (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 17 
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Dengan demikian, di Indonesia berlaku tiga macam hukum waris, 
yaitu Hukum Adat, Hukum Waris Islam, dan hukum waris dari Burgerlijk 
Wetboek (BW). 
Di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang pengertian 
hukum kewarisan yang terdapat pada pasal 171 (a). adalah hukum yang 
mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan ( tirkah ) 
pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan 
berapa bagiannya masing-masing.5 
Menurut al-Qalyubi dan al-Umairah, fara’iḍ adalah ilmu tentang 
masalah bagian kewarisan. fara’iḍ merupakan jamak dari kata faridhah 
yang artinya suatu bagian yang telah ditentukan.6  
Sedangkan Zainuddin Ali dalam bukunya menyebutkan bahwa 
hukum waris islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari 
seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti 
mencantumkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian 
masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta 
warisan bagi orang yang meninggal.7 
 
 
                                                          
5 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 
1995) hlm. 155  
6 Ibid. 
7 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 
hlm. 33  
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2. Dasar Hukum Waris 
Sumber hukum kewarisan Islam sebagian besar ditentukan 
dalam Al-qur’an, dari Hadits dan sebagian kecilnya dari Ijma’ para 
ahli Ijma’ dan beberapa masalah yang diambil dari ijtihad sahabat 
Nabi.8 Ilmu waris bersumber dari Al-Qur’an, Hadits, Ijma’ dan 
Qiyaspada sebagian kecil masalah waris.9 
a. Al-Qur’an  
Al-Qur’an merupakan sumber pokok pengesahan hukum 
kewarisan Islam. meskipun sumber hukum kewarisan ada tiga, 
namun kedua sumber sesudahnya (Hadits dan Ijtihad) harus 
diacuhkan padanya.10 
QS. An-Nisa’ Ayat 11 
 ِْيْ َت َن ْثا َقْو َف ًءاَسِن منُك ْنَِإف ِْيْ َي َث ْنلأا ِّظَح ُلْثِم ِرَكمذِلل ْمُِكدلاَْوأ فِ ُ مللَّا ُمُكيِصُوي
 اَمُه ْ نِم ٍدِحاَو ِّلُكِل ِهْيَو َبلأَو ُفْصِّنلا اَهَل َف ًةَدِحاَو ْتَناَك ْنِإَو َكَر َت اَم َاثُل ُث منُهَل َف
 ْنِإ َكَر َت ام ِ ُسُد ُّسلا   ْنَِإف ُثُلُّ ثلا ِه ِّملأَف ُهاَو ََبأ َُهِثرَوَو ٌدَلَو ُهَل ْنُكَي َْلَ ْنَِإف ٌدَلَو ُهَل َناَك
 لا ْمُُكؤاَن َْبأَو ْمُُكؤَبَآ ٍنْيَد َْوأ َاِبِ يِصُوي ٍةميِصَو ِدْع َب ْنِم ُسُد ُّسلا ِه ِّملأَف ٌةَوْخِإ ُهَل َناَك
 ًعْف َن ْمُكَل ُبَر َْقأ ْمُهُّ َيأ َنوُرْدَتاًميِكَح اًميِلَع َناَك َمللَّا منِإ ِمللَّا َنِم ًةَضِيرَف ا  
 
“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) 
anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan 
bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu 
                                                          
8 Rachmadi Usman, Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam, 
(Bandung: Mandar Maju), 2009, hlm. 13. 
9 M. Athoillah, Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis), (Bandung: Yrama 
Widya, 2013), hlm. 3 
10 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Iskam Di Indonesia (Eksistensi dan 
Adaptabilitas) hlm. 7. 
21 
 
 
 
semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua 
pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu 
seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua 
orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta 
yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika 
orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi 
oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika 
yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya 
mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) 
sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar 
utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak 
mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) 
manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.11 
 
QS. An-Nisa’ Ayat 12 
 ُُعبُّرلا ُمُكَل َف ٌدَلَو مُنَلَ َناَك ْنَِإف ٌدَلَو مُنَلَ ْنُكَي َْلَ ْنِإ ْمُكُجاَوَْزأ َكَر َت اَم ُفْصِن ْمُكَلَو
 َْوأ َاِبِ َيِْصُوي ٍةميِصَو ِدْع َب ْنِم َنَْكر َت ام ِ ْمُكَل ْنُكَي َْلَ ْنِإ ْمُتَْكر َت ام
ِ ُُعبُّرلا مُنَلََو ٍنْيَد
 ٍنْيَد ْوَأ َاِبِ َنوُصُوت ٍةميِصَو ِدْع َب ْنِم ْمُتَْكر َت ام ِ ُنُمُّثلا منُهَل َف ٌدَلَو ْمُكَل َناَك ْنَِإف ٌدَلَو
 َأ ٌخَأ ُهَلَو ٌَةَأرْما َِوأ ًةَللاَك ُثَرُوي ٌلُجَر َناَك ْنِإَو ُسُد ُّسلا اَمُه ْ نِم ٍدِحاَو ِّلُكَِلف ٌتْخُأ ْو
 ٍنْيَد ْوَأ َاِبِ ىَصُوي ٍةميِصَو ِدْع َب ْنِم ِثُلُّ ثلا فِ ُءاََكرُش ْمُه َف َكِلَذ ْنِم َر َثْكَأ اُوناَك ْنَِإف
 ٌميِلَح ٌميِلَع ُ مللَّاَو ِمللَّا َنِم ًةميِصَو ٍِّراَضُم َر ْ يَغ 
 
“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang 
ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai 
anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu 
mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah 
dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar 
utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu 
tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu 
mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari 
harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu 
buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang 
mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan 
ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang 
saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan 
                                                          
11 Departemen Agama RI,  Al-Quran dan Terjemah Mushaf Al-Azar, (Bandung : Jabal), 
2010, hlm. 78 
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(seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara 
itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih 
dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, 
sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah 
dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli 
waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat 
yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Penyantun”.12 
 
QS. An-Nisa’ Ayat 176 
 َلَه ٌؤُرْما ِنِإ ِةَللاَكْلا فِ ْمُكيِتْف ُي ُ مللَّا ِلُق َكَنوُتْف َتْسَي اَهَل َف ٌتْخُأ ُهَلَو ٌدَلَو ُهَل َسَْيل َك
 ام ِ ِنَاثُلُّ ثلا اَمُهَل َف ِْيْ َت َن ْثا اَت َناَك ْنَِإف ٌدَلَو َاَلَ ْنُكَي َْلَ ْنِإ اَه ُِثَري َوُهَو َكَر َت اَم ُفْصِن
 ِْيْ َي َث ْنلأا ِّظَح ُلْثِم ِرَكمذلَِلف ًءاَسِنَو لااَِجر ًةَوْخِإ اُوناَك ْنِإَو َكَر َت  ْنَأ ْمُكَل ُ مللَّا ُ ِّيَْب ُي
 ٌميِلَع ٍءْيَش ِّلُكِب ُ مللَّاَو اوُّلِضَت 
 
“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). 
Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah 
(yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai 
anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya 
yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, 
dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta 
saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika 
saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua 
pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan 
jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan 
perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak 
bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan 
(hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu”.13 
 
b. Hadits 
Hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas Ra: 
 :َمملَسَو ِهْيَلَع ُ ِّللَّا ىِّلَص ُبِمنلا َلَاق ِلَْها َْيْ َب َلاَمْلا ْمِسْقا ْلا ِضِئَارَف  َع , ِّللَّا ِباَتِك ىَل
 ٍرََكذ َلَْوَلآَف ,ُضِئَارَفْلا ْتََكر َت َامَف 
                                                          
12 Ibid,  Departemen Agama RI,  Al-Quran dan Terjemah Mushaf Al-Azar..hlm. 79 
13 Ibid, hlm. 106 
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“Nabi Muhammad SAW bersabda: bagilah harta warisan 
diantara (orang) yang berhak mendapatkan bagian sesuai 
ketentuan Allah, dan jika ada sisanya maka diperuntukan bagi 
laki-laki yang lebih utama”. (Shahih: Muttafaq ‘Alaih).14 
 
 ََيلا َو َتا ُثَر َا ُمِلْسُمْل متَّش ِْيْ َتملِم ُلْه  
“tidak boleh saling mewarisi antara dua pemeluk agama yang 
berbeda”. (Muttafaq’alaih).15 
 
 َرِفاَكْلا ُمِلْسُمْلا ُثَِرَيلا,  َمِلْسُمْلا ُرِفاَكْلَالاَو  
“orang muslim tidak boleh mewarisi (harta) orang kafir, dan 
orang kafir tidak boleh mewarisi (harta) orang muslim” 
(Muttafaq ‘Alaih).16 
c. Ijma’  
Ijma’ sahabat dan tabi’in bahwa bagian seorang nenek adalah 1/6 
(seperenam) bagian dua orang nenek adalah 2/3 (dua per-tiga) . 
Faturrahman menjelaskan bahwa imam-imam madzab dan 
mujtahid–mujtahid mempunyai peranan yang tidak kecil 
sumbanganya terhadap pemecahan-pemecahan terhadap mawaris 
yang belum dijelaskan oleh nash. Misalnya:17 
                                                          
14Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Abu Daud, (Jakarta: Pustaka 
Azzam), 2006, hlm. 344 
15 Ibid, Shahih Sunan Abu Daud, hlm. 348 
16 Abdul Qadir Syaibah Al-Hamd, Syarah Bulughul Maram, (Jakarta: Darul Haq), 2012, 
hlm. 186 
17 Ibid. M. Athoillah, Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis).. hlm. 6 
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1)  Status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan 
kakek. Didalam Al-Qur’an hal itu tidak dijelaskan. Yang 
dijelaskan ialah status saudara-saudara bersama-sama dengan 
ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki dalam kedua 
keadaan ini. Mereka tidak mendapat apa-apa lantaran terhijab, 
kecuali dalam masalah kalalah mereka mendapat bagian. 
Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan imam-imam 
madzab yang mengutip pendapat Zaid bin Tsabit, saudara-
saudara tersebut mendapat warisan secara muqasamah dengan 
kakek. 
2) Status cucu-cucu yang ayahnya lebih dulu mati daripada 
kakek yang bakal diwarisi yang mewarisi bersama-sama 
dengan saudara-saudara ayahnya. Menurut ketentuan mereka 
tidak mendapat apa-apa lantaran dihijab oleh saudara 
ayahnya, tetapi menurut kitab undang-undang hukum wasiat 
Mesir yang mengistinbatkan dari ijtihad para ulama 
mutaqaddimin, mereka diberi bagian berdasarkan atas wasiat-
wajibah.18  
d. Ijtihad 
Yaitu pemikiran sahabat atau ulama’ yang memiliki cukup syarat 
dan kriteria sebagai mujtahid, untuk menjawab persoalan-
persoalan yang muncul, termasuk didalamnya tentang persoalan 
                                                          
18 Ibid, M. Athoillah, Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis).. hlm. 7 
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pembagian harta warisan. Yang dimaksud ijtihad adalah bukan 
untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang ada. 
Dalam KHI Pasal 185 disebutkan (1) Ahli waris yang 
meninggal lebih dahulu daripada pewaris maka kedudukanya dapat 
digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 
173 yaitu mereka yang dihukum karena: (a) Dipersalahkan telah 
membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada 
pewaris. (b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan 
pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang 
diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang 
lebih berat. Selanjutnya dalam pasal 185 ayat (2) disebutkan bahwa, 
“bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian 
ahli waris yang sederajad dengan yang diganti”.19 
3. Sistem Kewarisan Islam 
a. Rukun-Rukun Kewarisan20 
1) Pewaris  
Yaitu orang yang mewariskan hartanya atau mayit yang 
meninggalkan hartanya. 
 
 
 
                                                          
19 Ibid. M. Athoillah, Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis).. hlm. 7 
20 Ibid, Hasbiyallah, Belajar Mudah Ilmu Waris.. hlm. 12. 
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2) Ahli Waris 
Yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan 
kekerabatan baik karena hubungan darah atau sebab 
perkawinan atau sebab memerdekakan budak. 
3) Harta Warisan 
Yaitu harta peninggalan si mayit setelah dikurangi biaya 
perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.  
b. Syarat-syarat Kewarisan21 
1) Meninggalnya seseorang (pewaris), baik secara hakiki maupun 
secara hukum. Maksudnya adalah seseorang telah meninggal 
dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau seluruh mereka, 
atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang 
tidak diketahui keberadaanya.  
Hal ini harus diketahui secara pasti, karena seseorang 
disebut muwarits jika dia telah meninggal dunia. Itu berarti 
bahwa, jika seseorang memberikan harta kepada ahli warisnya 
ketika dia masih hidup berarti itu bukan waris. 
Kematian muwarits menurut ulama dibedakan kedalam 
tiga macam, yaitu:  
 
 
                                                          
21 Ibid, Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris.. hlm. 129. 
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a) Mati haqiqy (sejati), adalah kematian yang dapat disaksikan 
oleh pancaindra. 
b) Mati hukmy (menurut putusan hakim), adalah kematian 
yang disebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya 
masih hidup maupun sudah mati. 
c) Mati taqdiry (menurut dugaan), adalah kematian didasarkan 
pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan 
telah mati. 
2) Adanya ahli waris yang masih hidup secara hakiki pada waktu 
pewaris meninggal dunia. Maksudnya hak kepemilikan dari 
pewaris harus dipindahkan kepada ahli waris yang secara 
syari’at benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati 
tidak memiliki hak untuk mewarisi. 
Otje Salman dan Musthafa Haffas mengatakan bahwa 
seorang mafqud terjadi dalam hal keberadaan seorang waris 
tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup atau ketika 
muwarits meninggal dunia. Dalam hal terjadi kasus seperti ini, 
pembagian waris dilakukan dengan cara memandang si mafqud 
tersebut masih hidup.itu dilakukan untuk menjaga hak si 
mafqud jika ternyata dia masih hidup. Jika dalam tenggang 
waktu yang patut ternyata si mafqud tersebut tidak datang 
sehingga dia diduga telah mati, bagianya tersebut dibagi antara 
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para ahli waris lainya sesuai dengan perbandingan masing-
masing.22 
c. Sebab-sebab Mewarisi 
Sebab-sebab menerima warisan ada 3, yaitu23: 
1) Hubungan Al-Qarabah (kekerabatan) 
Hubungan al-qarabah atau disebut dengan hubungan nasab 
yaitu setiap hubungan persaudaraan yang disebabkan kelahiran 
(keturunan), baik yang dekat maupun yang jauh. Allah SWT 
berfirman: 
 منَِإ ِمللَّا ِباَتِك فِ ٍضْع َِبب َلَْوَأ ْمُهُضْع َب ِماَحْرلأا وُلُوأَو ِّلُكِب َمللَّ  ٌميِلَع ٍءْيَش ...  
“..Dan dzawil arham (orang-orang yang mempunyai 
hubungan) itu sebagianya lebih berhak terhadap sesamanya 
(daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah.”. (QS.Al-Anfal: 
75). 
 
Dengan demikian, hubungan nasab ini mencakup pada ayah 
dan ibu, anak-anak, saudara, paman (saudara lelaki ayah) dan 
siapa saja yang ada hubungan nasab dengan mereka. 
2) Hubungan Pernikahan 
Hubungan pernikahan disini maksudnya adalah hubungan 
kewarisan yang disebabkan akad nikah yang sah. Dengan sebab 
tersebut suami mewarisi harta si istri dan si istri mewarisi harta 
si suami, walaupun belum pernah melakukan hubungan badan 
                                                          
22 Ibid, Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris.. hlm. 130. 
23 Ibid, M. Athoillah, Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis).. hlm. 20-22. 
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dan berkhalwat (tinggal berdua). Hal ini berdasarkan firman 
Allah SWT:  
مُكُجاَوَْزأ َكَر َت اَم ُفْصِن ْمُكَلَو 
“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang 
ditinggalkan oleh istri-istrimu..” (QS.An-Nisa: 12). 
 
 ْمُتَْكر َت ام ِ ُُعبُّرلا مُنَلََو 
“.. Para istrimu memperoleh seperempat harta yang kamu 
tinggalkan”. (QS. An-Nisa: 12). 
 
 Para fuqaha sepakat bahwa istri yang diceraikan oleh suami 
yang dalam masa iddah raj’iyah24 dapat mewaris (menerima 
waris harta suaminya. Adapun istri yang di thalaq ba’in25 oleh 
suami yang dalam keadaan sehat tidak mewarisi harta 
peninggalan suami walaupun (suami wafat) dalam masa ‘iddah. 
Namun apabila istri ditalak ketika suami sakit parah (karena 
menghindar untuk memberi waris kepada istri) maka para 
ulama’berbeda pendapat. Ulama’ Hanafiyah berpendapat 
                                                          
24 ‘iddah raj’iyah (thalaq raja’i) adalah talak satu atau talak dua, yakni talak yang masih 
membuka jalan bagi suami untuk kembali (rujuk) kepada istrinya tanpa nikah apabila masih dalam 
masa iddah atau dengan nikah kembali setelah istri habis iddahnya. (lihat  M. Athohillah, Fikih 
Waris (Metode Pembagian Waris Praktis), (Bandung:Yrama Widya, 2013), hlm. 21). 
25 Thalaq ba’in terbagi menjadi dua yaitu, thalaq ba’in kubra dan thalaq ba’in shughra. 
Thalaq ba’in kubra  adalah talak tiga. Dalam talak ini suami tidak boleh rujuk kembali kepada 
bekas istrinya dan tidak boleh menikah kembali, kecuali memenuhi beberapa syarat: a. bekas istri 
tersebut telah menikah dengan laki-laki lain, b. Telah tercampur (bersetubuh) dengan suami kedua, 
c. Telah diceraikan oleh suami kedua, dan d. Telah habis ‘iddahnya dengan suami kedua. Thalaq 
ba’in shughra yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri. Dalam talak ba’in 
shughra tidak boeh si suami rujuk kembali kepada bekas istrinya akan tetapi boleh nikah kembali, 
baik dalam masa ‘iddah maupun sesudahnya. (M. Athohillah, Fikih Waris (Metode Pembagian 
Waris Praktis), (Bandung:Yrama Widya, 2013), hlm. 21). 
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bahwa istri tersebut mewarisi harta suami apabila ketika suami 
wafat, ‘iddahnya belum habis, bahkan menurut ulama 
Malikiyah istri mewarisi harta suami walaupun sudah habis 
‘iddah dan sudah menikah dengan laki-laki lain, sedangkan 
menurut ulama Hanabilah istri dapat mewarisi sekalipun sudah 
habis masa ‘iddah asalkan belum menikah dengan laki-laki lain 
berdasarkan pandangan Abi Salmah Ra.bahwa Abdurrahman 
bin Auf menceraikan istrinya (talak tiga) ketika ia sakit, 
kemudian Usman bin Affan memberikan warisan Abdurrahman 
kepada istrinya setelah habis masa ‘iddahnya. Sedangkan ulama 
Safi’iyah tidak memperbolehkan memberi warisan kepada istri 
yang ditalak ba’in  sekalipun ‘iddahnya belum habis, karena al-
baynunah (talak ba’in) memutuskan hubungan suami istri yang 
menjadi sebab menerima waris.26 
3) Hubungan Wala’ 
Yang dimaksud hubungan wala’ yaitu, hubungan kekerabatan 
(kerabat hukmi) yang disebabkan karena memerdekakan 
hambanya, maka ia mempunyai hubungan kekerabatan dengan 
hamba tersebut. Dengan sebab itu si tuan berhak mewarisi 
hartanya karena ia telah berjasa memerdekakanya dan 
mengembalikan nilai kemanusiaanya. Hukum islam 
memeberikan hak waris kepada tuan yang memerdekakan 
                                                          
26 Ibid, M. Athohillah, Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis).. hlm.22. 
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apabila budak itu tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, 
baikberdasarkan hubungan kekerabatan maupun hubungan 
pernikahan (suami-istri).27 Sabda Nabi SAW: 
 َ ِِّفُِو ُت ًلاُجَر منْا ٍسامبَع ِنْبا ِنَع ملاِا ًثًراَو ْكُر ْ ت َي َْلََو م ص ِ ِّللَّاا ِلْوُسَر ِدْهَع ىَلَع 
 َُهثَار ْ يِم ُهَاطْعَآَف ُهَق َتْعآ َوُه اًدْبَع 
 
“dari Ibnu Abbas: Bahwasanya seorang laki-laki mati di 
zaman Rasulullah SAW, dengan tidak meninggalkan ahli waris 
kecuali seorang hamba yang telah memerdekakan, maka 
Rosulullah berikan padanya peninggalan itu”. (HR Ahmad, 
Abu Dawud, dan Ibnu Majah). 
 
Kewarisan sebab wala’ itu berdasarkan keumuman hadits Nabi 
SAW: 
 ُءَلاَوْلاَا منَِّا  َقَتَْعا ْنَمِل  
“Sesungguhnya wala’ itu milik orang yang memerdekaka”.  
(HR. Bukhori dan Muslim). 
 
Disamping tiga sebab pewarisan tersebut, ulama Syafi’iyah dan 
ulama Malikiyah menambahkan sebab keempat jihat al-islam 
(hubungan saudara seagama) dalam pelaksanaanya apabila 
tidak ada ahli waris dengan tiga sebab diatas, maka harta 
warisan atau sisa warisan yang tidak dihabiskan oleh ahli waris 
(‘ashabah) maka diserahkan kepada baitulmaal (kas negara), 
berdasarkan hadits Nabi SAW: 
 
                                                          
27 Ibid.  
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 َلا ْنَم ُثِراَوَنََآ ُُهِثرَآَو ُهْنَع ُلَقْعَآ ُهَل َثِراَو  
“Aku mewarisi orang yang tidak punya ahli waris, aku 
menahannya dan aku mewarisinya.” (H.R. Abu Dawud dan 
lainnya.) 
 
Hadis tersebut menjelaskan bahwa nabi SAW sedikitpun tidak 
mewarisi harta peninggalan mayat untuk dirinya sendiri tetapi 
digunakan untuk kemaslahatan orang-orang Islam atau 
diserahkan ke baitul Mal atau kas negara. 
d. Hal-hal yang Menghalangi Kewarisan 
Beberapa sebab yang menghalangi untuk menerima waris 
yang disepakati oleh fuqaha antara lain:28 
1) Hamba sahaya (al-riq) 
Pada dasarnya manusia adalah makhluk lemah yang 
disifatkan oleh seorang hamba. Dia tidak dapat memiliki 
sesuatu, bahkan dia dimiliki dan diatur oleh tuanya, ia tidak 
dapat mengatur dirinya dan dia tidak dapat bebas, tidak 
merdeka. Dia dapat dijual, dihibahkan bahkan diwariskan 
layaknya harta. Dia yang yang dimilikinya adalah milik 
tuanya, sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih:29 
 ِهِدِّيَسِل ُهَُدي ْتَكَلَم اَمَو ُدْبَعْلا 
                                                          
28 Ibid. 
29 Ibid, hlm. 23 
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“hamba sahaya dan apa saja yang dimilikinya menjadi hak 
milik tuanya”. 
 
Hamba sahaya tidak memiliki hak kepemilikan harta 
berdasarkan sabda Nabi SAW: 
 ُعَت ْ بُمْلا َطَِتَْشَي َْنا ملاِا ِِعئاَبِْلل ُُهلاَمَف ٌلاَم ُهَل اًدْبَع َعَبَ ْنَم 
“barang siapa menjual seorang hamba sahaya, maka harta 
hamba sahaya tersebut menjadi pemilik si penjual kecuali 
si pembeli mensyaratkanya”. (HR. Bukhari Muslim). 
 
Jika hamba sahaya tidak memiliki hak milik, maka ia 
tidak berhak menerima harta warisan. Kalaupu diberi harta 
warisan harta tersebut milik tuanya yang tidak memiliki 
hubungan apa-apa dengan si mayat. 
Semua jenis hamba sahaya tidak dapat mewarisis harta, 
baik hamba qinnun (budak biasa), mudabbar (budak yang 
dijanjikan merdeka sesudah tuanya wafat), maupun mukatab 
(budak yang akan dimerdekakan oleh tuanya dengan syarat 
membayar utang dalam jumlah tertentu). Dia menjadi 
penghalang penerimaan waris.30 
e. Hak-hak yang Berkaitan dengan Harta Peninggalan 
Adapun hak-hak yang berkaitang dengan harta peninggalan 
pewaris sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris adalah 
sebagai berikut: 
 
                                                          
30 Ibid, hlm. 24. 
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1) Biaya pengurusan jenazah 
Yaitu biaya yang digunakan untuk memandikan, mengkafani, 
menguburkan dan biaya-biaya lain yang diperlukan sampai 
tempat pembaringan jenazah. 
2) Pembayaran hutang pewaris 
Sebelum harta waris dibagikan, maka terlebih dahulu hutang-
hutang yang ditinggalkan pewaris dibayarkan. Pembayaran 
tersebut menggunakan harta yang ditinggalkan pewaris. 
3) Penunaian wasiat 
Jika setelah pengurusan jenazah dan pembayaran hutang, harta 
yang ditinggalkan pewaris masih ada maka harta tersebut 
sebelum dibagikan kepada ahli waris terlebih dahulu 
membayarkan atau menyerahkan wasiat yang dibuat pewaris 
sebelum pewaris meninggal dunia kepada pihak yang berhak 
dan tidak lebih dari 1/3 harta. 
4) Pelaksanaan pembagian warisan 
Sisa dari harta peninggalan yang sudah ditunaikan untuk 
keperluan diatas maka dibagi-bagi kepada ahli waris sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku di Al-Quar’an, Hadits, ijma’ 
dan ulama’ maupun secara adat di masyarakat tertentu.   
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f. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam31 
Setiap sistem kewarisan akan memiliki asas yang 
menjadikan pedoman awal dari sistem kewarisan yang 
bersangkutan. Sisitem kewarisan Islam antara lain: 
1) Asas Berlaku dengan Sendirinya (Ijbari) 
Pemindahan harta orang sudah meninggal dunia kepada 
ahli warisnya yang berlaku dengan sendirinya. Maksudnya 
tidak ada individu maupun lembaga yang mampu 
menangguhkanya. Mereka (pewaris maupun ahli waris) 
dipaksa (ijbar) memberikan dan menerima harta waris sesuai 
dengan bagian masing-masing.32  
Misalnya, seorang ahli waris tidak mau menerima harta 
warisan karena sudah merasa cukup atau alasan yang lainya 
dia akan tetap mendapat bagianya tinggal bagaimana 
menyalurkan harta hasil pembagian harta warisan tersebut 
kepada orang lain. 
2) Asas Bilateral Individual 
Istilah bilateral berarti kesatuan kekeluargaan, dimana 
setiap orang menghubungkan dirinya dalam hal keturunan 
kepada pihak ayah dan pihak ibunya.  Jika dikaitkan dengan 
                                                          
31 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan 
Adaptabilitas, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 20-22 
32 Ibid. Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan 
Adaptabilitas.. hlm. 20-22. 
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hukum kewarisan bermakna, ahli waris dapat menerima hak 
kewarisan dari kedua belah pihak baik pihak kerabat laki-laki 
maupun pihak kerabat perempuan. 
Pengertian individual mempunyai makna bahwa harta 
peninggalan pewaris dapat dimiliki secara perorangan oleh ahli 
waris, bukan dimiliki secara berkelompok seperti pada 
masyarakat di Minangkabau. 
Dengan demikian yang dimaksud dengan asas bilateral 
individual adalah asas dimana tiap ahli waris baik laki-laki 
maupun perempuan dapat menerima hak kewarisan dari pihak 
kerabat ayah maupun ibu, sedangkan bagianya dimiliki secara 
sendiri-sendiri oleh ahli waris tersebut sesuai dengan porsi 
yang telah ditetapkan.  
3) Asas Persamaan Hak dan Perbedaan Bagian33 
Hukum warisan Islam tidak membedakan hak untuk 
mendapatkan warisan antara laki-laki dan perempuan, antara 
anak-anak yang masih kecil maupun mereka yang sudah 
dewasa semuanya sama-sama mempunyai hak untuk 
mendapatkan warisan. Yang memebedakanya adalah terletak 
pada bagian yang akan didapatkan oleh setiap ahli waris. Hal 
ini disesuaikan dengan perbedaan proporsi beban kewajiban 
yang harus ditunaikan dalam keluarga. Laki-laki mendapatkan 
                                                          
33Ibid,  Abdul Ghofur Anshori 
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bagian yang lebih besar daripada perempuan, sebab secara 
umum laki-laki membutuhkan materi yang lebih banyak dari 
perempuan. Sebab laki-laki memikul kewajiban ganda yaitu 
terhadap dirinya dan terhadap keluarganya. 
4) Asas Keadilan Berimbang34 
Asas ini berarti bahwa dalam ketentuan hukum waris 
Islam senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan 
kewajiban, anatara hak yang diperoleh seseorang dan 
kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan 
mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang 
dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan 
masyarakat. 
Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang 
diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah 
lanjutan tanggung jawab pewaris kepada keluarganya. Oleh 
karena itu bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris 
berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing 
terhadap keluarga.   
 
 
 
 
                                                          
34 Ibid, Abdul Ghofur Anshori 
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B. Kesetaraan Gender 
1. Pengertian Gender 
Gender dapat didefinisikan sebagai pembedaan peran, atribut, 
sikap tindak atau perilaku, yang tumbuh dan berkembang dalam 
masyarakat atau yang dianggap masyarakat pantas untuk laki-laki dan 
perempuan.35 
Dalam Webster’s New World Dictionary, sebagaimana yang 
dikutip oleh Nasaruddin Umar, gender diartikan sebagai perbedaan 
yang tampak antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari nilai dan 
tingkah laku.36 Sedangkan dalam Woman’s Studies Encyclopedia,  
sebagaiman yang dikutip oleh Nasarudin Umar dijelaskan bahwa 
gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat 
perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas,dan karakterisitik 
emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam 
masyarakat.37 
Sebagai contoh, di dalam sebuah masyarakat peran laki-laki 
digambarkan sebagai kepala keluarga, peran perempuan sebagai ibu 
rumah tangga. Sifat perempuan biasanya feminim, misalnya lemah-
lembut, emosional, penurut, dan seterusnya. Sifat laki-laki biasanya 
                                                          
35 Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Perundang-undangan, 
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kementrian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Kementrian Dalam Negeri Republik 
Indonesia, (Jakarta: 2011), hlm. 21. 
36 Isti Choriyah, Rekonstruksi Kesetaraan Gender Tentang Kepemimpinan Perempuan 
Dalam Teori Politik Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2009, hlm. 20 
37 Ibid.  
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kuat, tegas, rasional, dan sebagainya, padahal dalam kenyataan tidak 
selalu demikian, karena ada perempuan yang perkasa, rasional, tegas 
demikian pula laki-laki ada yang gemulai, emosional, dan penurut. 
Itulah yang disebut sebagai pelabelan menurut jenis kelamin (stereotip 
gender). 
Hubungan gender yang tidak seimbang dapat pula ditentukan 
oleh pemahaman dan/atau penafsiran yang sempit atau bias gender atas 
suatu agama.38 Gender kadang-kadang dianggap sebagai sesuatu 
kodrati, dampak adanya pandangan seperti itu menimbulkan dan 
menumbuhkan asumsi yang bias gender dan/atau diskriminatif, 
misalnya, perempuan (terutama di pedesaan) tidak perlu mendapatkan 
pendidikan tinggi, dinilai lebih baik kalau lebih konsentrasi pada kerja 
yang bersifat domestik, yaitu sebagai pekerja rumah tangga. Demikian 
halnya dengan asumsi bahwa sifat laki-laki lebih rasional sedangkan 
perempuan lebih emosional, semua itu seringkali pula dianggap 
sebagai sesuatu yang kodrati. Padahal kenyataan juga menunjukan 
bahwa terdapat banyak laki-laki yang bersifat emosional, sebaliknya 
juga ada perempuan yang bersifat lebih rasional. Hal ini membuktikan 
bahwa gender adalah:39 
a. Bukan sesuatu yang kodrati 
b. Dapat berubah dan diubah 
                                                          
38 Ibid, hlm. 22 
39 Ibid, hlm. 23 
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c. Bersifat tidak permanen 
d. Bisa dipertukarkan, dan 
e. Bersifat umum 
Dengan demikian, pemahaman gender didasarkan konstruksi 
sosial dan budaya, yang dapat diubah dan berubah setiap saat 
mengikuti perkembangan dan tempat dimana terjadi. Sedangkan jenis 
kelamin/seks adalah perbedaan biologis jenis kelamin laki-laki dan 
perempuan, dan bersifat kodrati dimanapun tempatnya berada. 
2. Ayat Al-Qur’an Tentang Gender 
Didalam Al-Qur’an banyak terdapat ayat-ayat yang 
merjelaskan tentang gender, namun didalam Al-Qur’an menggunakan 
kata Ar-Rijal (gender laki-laki) dan An-Nisa (gender perempuan) untuk 
mengungkapkan gender seseorang. 
a. Ayat tentang gender laki-laki 
1).  QS. Al-Baqarah Ayat 282 
.... ِْيَْلُجَر َنَوُكَي َْلَ ْنَِإف ْمُكِلاَِجر ْنِم ِنْيَديِهَش اوُدِهْشَتْساَو ْنم ِ ِنَتَََأرْماَو ٌلُجَر َف
ىَرْخلأا َاُهُاَدْحِإ َر َِِّكذُت َف َاُهُاَدْحِإ ملِضَت ْنَأ ِءاَدَه ُّشلا َنِم َنْوَضْر َت...  
 
“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-
orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, 
maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari 
saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka 
seorang lagi mengingatkannya.”  
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2) QS. An-Nisa’ Ayat 32 
 ام ِ ٌبيِصَن ِلاَجِِّرِلل ٍضْع َب ىَلَع ْمُكَضْع َب ِِهب ُ مللَّا َلمضَف اَم اْو م نَمَت َت لاَو اوُبَسَتْكا
 َْبَسَتْكا ام ِ ٌبيِصَن ِءاَسِّنِللَو...  
 
“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang 
dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak 
dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada 
bahagian daripada apa yang mereka usahakan..” 
 
3) QS An-Nisa’ Ayat 34 
 ْنِم اوُقَف َْنأ َابَِو ٍضْع َب ىَلَع ْمُهَضْع َب ُ مللَّا َلمضَف َابِ ِءاَسِّنلا ىَلَع َنوُمامو َق ُلاَجِِّرلا
 ِْمِلَاَوَْمأ...  
 
“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 
karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) 
atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka 
(laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka..” 
 
b. Ayat tentang gender perempuan 
1) QS. An-Nisa’ Ayat 7 
 َنُوبَر ْقلأاَو ِناَدِلاَوْلا َكَر َت ام ِ ٌبيِصَن ِلاَجِِّرِلل ِناَدِلاَوْلا َكَر َت ام
ِ ٌبيِصَن ِءاَسِّنِللَو 
اًضوُرْفَم اًبيِصَن َر ُثَك َْوأ ُهْنِم ملَق ام ِ َنُوبَر ْقلأاَو 
“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-
bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian 
(pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, 
baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah 
ditetapkan.” 
 
 
2) QS. An-Nisa’ Ayat 32 
 اوُبَسَتْكا ام ِ ٌبيِصَن ِلاَجِِّرِلل ٍضْع َب ىَلَع ْمُكَضْع َب ِِهب ُ مللَّا َلمضَف اَم اْو م نَمَت َت لاَو
 ام ِ ٌبيِصَن ِءاَسِّنِللَو َْبَسَتْكا...  
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“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan 
Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian 
yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian 
daripada apa yang mereka usahakan..”  
 
Kategori al-Rojul dan an-Nisa‟ menuntut sejumlah kriteria 
tertentu yang bukan hanya mengacu pada jenis kelamin, akan tetapi 
juga mengacu pada kualifikasi budaya tertentu, terutama sifat-sifat 
kejantanan (maskulin) dan sifat kelembutan khas perempuan (feminin). 
Kedua kata ini digunakan untuk menggambarkan kualitas moral dan 
budaya seseorang. Berbeda dengan penggunaan lafadz alDzakar dan 
al-Untsa yang lebih berkonotasi kepada persoalan biologis (sex) 
semata sehingga kedua kata ini juga digunakan untuk jenis (species) 
lain selain bangsa manusia. 
3. Teori Kesetaraan Gender Tentang Waris40 
Mengenai kesetaraan gender dalam pembagian harta waris di Desa 
Slendro peneliti ingin melihat Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat 
(APKM) dalam hal kewarisan yang merupakan Indikator mengenai 
kesetaraan gender. Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat (APKM) dalam 
pembagian harta waris dapat diuraikan sebagai berikut: 
a. Akses 
Yaitu mempertimbangkan bagaimana memperoleh 
kesempatan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk 
                                                          
40 Tiga Kementrian (Hukum dan HAM; Pemberdayaan Perempuan; Dalam Negeri), 
Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jakarta: 
2012, hlm. 41-43. 
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setiap sumber daya yang akan diperoleh. Beberapa hal yang terkait 
dengan akses adalah: 
1) Informasi 
(a) Perlu tersedianya informasi yang akurat untuk memberikan 
pengetahuan dan pemahaman mengenai sasaran yang akan 
diwujudkan dan/atau persoalan yang dihadapi 
(b) Tersedianya informasi yang dapat diakses dengan mudah, 
murah dan dapat di mengerti dan dapat dipahami dengan 
mudah, dan dapat digunakan sebagai bahan referensi oleh 
yang bersangkutan. 
2) Sumberdaya 
(a) Biaya yang terjangkau 
(b) Tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan dan 
kemudahan mencapai sarana dan prasarana tersebut. 
(c) Tersedianya SDM yang dapat memberikan bantuan 
dan/atau membantu memberikan solusi mengatasi 
persoalan yang dihadapi. 
3) Faktor Sosial Budaya 
(a) Perlu ditumbuhkan budaya kebersamaan antara laki-laki 
dan perempuan untuk mengatasi bersama atas berbagai 
persoalan yang dihadapi. 
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(b) Perlu diusahakan berangsur-angsur meniadakan tradisi atau 
kebiasaan yang dapat merugikan perempuan tanpa 
mengesampingkan kearifan lokal. 
b. Partisipasi 
Memperhatikan apakah diberi kesempatan yang setara bagi 
laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan hak dan kewajibanya 
dalam setiap kebijakan dan program pembangunan antara lain:41 
1) Menentukan proses pemecahan persoalan/solusi yang dihadapi. 
2) Turut serta dalam pengambilan keputusan baik terkait dengan 
jumlah maupun kualitas. 
Keberdayaan institusi dan peran serta masyarakat untuk 
mengatasi persoalan yang dihadapi, terutama persoalan yang 
dihadapi perempuan. 
c. Kontrol  
Yaitu memuat ketentuan yang setara berkenaan dengan 
relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan untuk 
melaksanakan hak dan kwajibanya.42 
d. Manfaat 
Analisis apakah menjamin bahwa kebijakan atau suatu 
program akan menghasilkan manfaat yang setara bagi laki-laki dan 
                                                          
41  Ibid, Tiga Kementrian.. 
42 Ibid, Tiga Kementrian..  
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perempuan di kemudian hari. Maksudnya, menikmati manfaat 
yang sama dan adil dari hak dan kewajiban yang dipenuhi.43 
4. Kedudukan dan hak perempuan sebagai ahli waris 
Perempuan pada zaman jahiliyah tidak memiliki hak waris. 
Kemudian Islam hadir dan mengangkat status perempuan dengan 
memberikan hak waris kepada mereka, meskipun proporsinya lebih 
kecil dari bagian laki-laki yaitu 2:1. 44 
Sebagian masyarakat Indonesia melakukan praktik pembagian 
harta waris dengan menggunakan sisitem kekerabatan, dimana sistem 
kekerabatan tersebut sangat berpengaruh dalam menentukan 
pembagian harta waris. Sistem kekerabatan tersebut di antaranya: 
a. Patrilineal 
Adalah sistem kekerabatan di mana seseorang itu selalu 
menghubungkan dirinya kepada ayahnya dan karena itu ia 
termasuk dalam klan ayahnya, seperti suku Batak dan suku 
Lampung. 
b. Matrilineal 
Yaitu sistim kekerabatan seseorang yang selalu menghubungkan 
dirinya kepada ibunya, oleh karena itu ia termasuk dalam klan atau 
suku ibunya, seperti suku Minangkabau, di Sumatera Barat. 
                                                          
43 Ibid. 
44 Sidik, kewarisan Perempuan di Negara Muslim Modern: Pergeseran, Adaptabilitas, 
dan Tipologi, (Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta), 2013, hlm. 2. 
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c. Parental atau bilateral Adalah sistim kekeluargaan di mana 
seseorang menghubungkan dirinya baik kepada ibunya maupun 
kepada ayahnya, seperti suku Jawa di Jawa Tengah. 
Berkaitan dengan hal ini Eman Suparman mengemukakan 
perincian sebagai berikut:45 
1) Pada masyarakat patrilineal, pihak-pihak yang dapat menjadi ahli 
waris terdiri dari anak laki-laki, anak angkat, ayah, ibu, serta 
saudara-saudara sekandung dari si pewaris, keluarga dekat dalam 
derajat yang tidak tertentu dan persekutuan adat bila si pewaris 
sama sekali tidak mempunyai ahli waris yang disebukan 
sebelumnya. 
2) Pada masyarakat matrilineal seperti dalam Hukum Adat 
Minangkabau, ahli waris bertali adat 
3) Pada masyarakat bilateral hanya dikenal ahli waris sedarah serta 
tidak sedarah, dan ada terdapat istilah kepunahan bilamana si 
pewaris tidak mempunyai sama sekali ahli waris dalam hal ini 
harta peninggalanya akan diserahkan kepada desa. 
Kaitanya dengan kedudukan perempuan, Allah SWT berfirman 
di dalam Al-Qur’an (QS. Al-Hujurat(49): 13) yang berbunyi: 
 ْنِم ْمُكاَنْقَلَخ منَِإ ُسامنلا اَهُّ َيأ َيَ منِإ اوُفَراَع َِتل َلِئاَب َقَو ًبَوُعُش ْمُكاَنْلَعَجَو ىَث ُْنأَو ٍرََكذ
 ٌيِبَخ ٌميِلَع َ مللَّا منِإ ْمُكاَق َْتأ ِمللَّا َدْنِع ْمُكَمَرْكَأ 
                                                          
45 Mukhtar Zamzami, Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia, 
Kencana Penada Media Grup, Jakarta, 2012, hlm. 165 
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“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal 
mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di 
sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.46 
 
Menurut Munawir Sjadzali, ayat ini yang oleh umat islam 
dijadikan dasar bagi keyakinan bahwa Islam mengajarkan prinsip 
persamaan antar sesama manusia tanpa ada perbedaan derajat atau 
tingkat yang didasarkan atas kebangsaan, kesukuan, keturunan. Di 
hadapan Allah semua manusia mempunyai kedudukan yang sama 
antara satu dengan yang lain.47  
Suatu hal yang tampaknya kurang mendapatkan perhatian oleh 
umat Islam adalah bahwa ayat tersebut juga mengisyaratkan 
persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang 
merupakan asal dari umat manusia yang kemudian berkembang 
menjadi banyak bangsa dan suku. Apabila manusia yang lahir dari 
pasangan suami isteri itu menikmati persamaan kedudukan diantara 
mereka berdua tanpa adanya perbedaan yang didasarkan atas jenis 
kelamin. Intinya, agama Islam kedudukan antara laki-laki dan 
perempuan adalah sama.48 
                                                          
46 Departemen Agama RI,  Al-Quran dan Terjemah Mushaf Al-Azar, (Bandung : Jabal), 
2010, hlm. 517. 
47 M. Usman, Rekontruksi Teori Hukum Islam (Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi 
Hukum Islam Munawir Sjadzali), (Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara), 2015, hlm. 118. 
48 Ibid, M. Usman, Rekontruksi Teori Hukum Islam (Membaca Ulang Pemikiran 
Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali).. hlm.119. 
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Perubahan Hukum Adat dapat terjadi dengan adanya terobosan 
Hukum Adat melalui badan peradilan karena kehendak masyarakat itu 
sendiri. Misalnya, dalam kedudukan anak perempuan pada masyarakat 
suku Batak Toba yang menurut Hukum Adatnya bukanlah seorang 
ahli waris, akan tetapi saat ini anak perempuan sudah berkedudukan 
sebagai ahli waris. 
Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 179/Sip/1961 tanggal 
23-10-1961 yang menyatakan bahwa “berdasarkan selain rasa 
kemanusiaan dan keadilan umum, juga atas hakikat persamaan hak 
antara wanita dan pria, dalam beberapa keputusan mengambil sikap 
dan menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia 
bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal 
waris bersama-sama berhak atas harta warisan, dalam arti bahwa 
bagian anak laki-laki adalah sama dengan bagian anak perempuan dan 
bahwa anak perempuan berkedudukan sebagai ahli waris bersama-
sama dengan anak laki-laki serta mendapat bagian yang sama dengan 
bagian anak laki-laki”.49  
 
                                                          
49 Ibid, Mukhtar Zamzami, Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan 
Indonesia... hlm. 167 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM DESA SLENDRO KECAMATAN GESI KABUPATEN 
SRAGEN DAN PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA 
SLENDRO KECAMATAN GESI KABUPATEN SRAGEN 
A. Keadaan Geografis dan Demografis Desa Slendro 
1. Keadaan Geografis Desa Slendro 
Desa Slendro merupakan salah satu desa di wilayah Kabupaten 
Sragen yaitu di kecamatan Gesi yang memiliki luas wilayah 
keseluruhan adalah 525,6000 Ha yang meliputi tanah pemukiman, 
sawah pertanian, perkebunan, ladang, perikanan, dan lainya. kondisi 
geografis Desa Slendro yaitu 400m ketinggian diatas permukaan laut, 
dengan rata-rata curah hujan per-tahun 377mm/tahun dan suhu rata-
ratanya adalah 28 ºC.1 Sedangkan wilayah desa lain yang berbatasan 
langsung dengan Desa Slendro adalah sebagai berikut: 
a. Sebelah Utara : Desa Denanyar, Kecamatan Tangen 
b. Sebelah Selatan : Desa Gesi, Kecamatan Gesi 
c. Sebelah Barat : Desa Gebang, Kecamatan Sukodono 
d. Sebelah Timur : Desa Poleng, Kecamatan Gesi 
                                                          
1 www.Slendro-Sragen.desa.id, diakses pada 15 Januari 2019 Jam 14.52 WIB. 
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Jarak pemerintahan Desa Slendro dengan pusat pemerintahan 
Kecamatan ± 4,2 Km, sedangkan jarak pusat pemerintahan Desa 
Slendro dengan Ibukota Kabupaten/Kota adalah 14 Km.2 
2. Keadaan Demografis Desa Slendro 
a. Luas Daerah (wilayah) Desa Slendro 
Adapun luas wilayah di Desa Slendro ± adalah 525,6000 Ha 
yang meliputi: Tanah Sawah 68,8615 Ha, Tanah 
Pekarangan/Kering 340,3190 Ha, Lain-lain 67,0000 Ha, jumlah 
luas tanah yaitu 476,1805 Ha.  
b. Kependudukan  
Menurut catatan laporan demografi Desa Slendro bahwa 
jumlah penduduknya adalah ± 3783 jiwa. Jumlah penduduk di desa 
ini dikelompokan menjadi beberapa jenis, diantaranya:3  
1) Jumlah penduduk menurut jenis kelamin: 
Laki-laki Perempuan Jumlah 
1822 1969 3791 
Sumber: Data Monografi Desa Slendro Kecamatan Gesi 
Kabupaten Sragen Tahun 2018 
2) Jumlah penduduk menurut kewarganegaraan 
WNI WNA 
3791 - 
                                                          
2 Laporan Data Monografi Desa Slendro Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Tahun 2018, 
hlm. 1. 
3 Ibid, hlm. 2 
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Sumber: Data Monografi Desa Slendro Kecamatan Gesi 
Kabupaten Sragen Tahun 2018 
 
3) Jumlah penduduk menurut usia: 
Usia Jumlah 
0-10 Tahun  456 
11-20 Tahun 538 
21-30 Tahun  548 
31-40 Tahun 648 
41-50 Tahun 518 
51-60 Tahun 398 
61-70 Tahun 289 
71-80 Tahun 269 
80 Tahun ke atas 127 
Sumber: Data Monografi Desa Slendro Kecamatan Gesi 
Kabupaten Sragen Tahun 2018  
 
c. Mata pencaharian penduduk 
Penduduk Desa Slendro sebagian besar mata pencaharianya 
adalah buruh tani, hal ini disebabkan karena rata-rata pendidikan 
warga masyarakat Desa Slendro adalah SD dan sederajad. Data 5 
tahun terakhir pekerja di Desa Slendro banyak didominasi oleh 
perempuan berdasarkan usia yakni usia 20-30 tahun adalah buruh 
pabrik, sedangkan usiua 30-40 tahun adalah TKW baik diluar 
maupun dalam negeri. hal tersebut didasarkan karena kebutuhan 
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ekonomi yang semakin menghimpit keluarga sehingga banyak 
remaja wanita maupun ibu-ibu yang bekerja untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari.4 
d. Perekonomian 
Keadaan penduduk suatu daerah sangat mempengaruhi 
keberhasilan program-program pemerintah yang telah 
direncanakan. Keberhasilan dari program pemerintah setempat juga 
sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, 
perlu diketahui sejauh mana perekonomian masyarakat setempat 
dapat dicapai oleh setiap anggota masyarakat itu sendiri.persoalan 
ekonomi sangat erat kaitanya dengan kehidupan pedesaan. 
Di Desa Slendro masalah perekonomian sangatlah 
diperlukan dalam kehidupan masyarakat setempat terutama dalam 
kehidupan sehari-hari. Fuad adalah kepala desa sementara di Desa 
Slendro beliau menggantikan Susanto yang sudah pensiun dan akan 
diadakan pemilihan kepala desa kembali pada bulan Agustus 2019, 
Beliau berpendapat bahwa perekonomian di Desa Slendro sedang 
berkembang, hal ini disebabkan karena masyarakat Desa Slendro 
yang sebagian besar adalah petani, mereka mengelola sawah dan 
ladang perkebunan dengan sangat baik, sehingga perekonomian di 
Desa Slendro tidak mengalami kekurangan. Akan tetapi tidak 
sedikit masyarakat Desa Slendro yang masuk dalam kategori 
                                                          
4 Ristanti, Kasi Pemerintahan Kelurahan Desa Slendro, “Wawancara Pribadi”, 15 
Januari 2019, Jam 12.32-1250 WIB. 
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miskin, jumlah KK miskin di Desa Slendro sebanyak 395 KK dari 
1299 KK, oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 
banyak wanita di Desa Slendro yang bekerja di luar daerah sebagai 
TKW maupun menjadi buruh pabrik.5 
e. Pendidikan  
Pendidikan sangatlah diperlukan untuk meningkatkan 
pengetahuan yang selanjutnya akan mempengaruhi pula terhadap 
tingkat tinggi rendahnya taraf kehidupan dan pola pikir masyarakat. 
Berikut adalah jumlah penduduk yang menyelesaikan studinya baik 
di negeri maupun swasta: 
No   Tingkat Pendidikan Jumlah 
1 Tidak/Belum Sekolah 1119 orang 
2 Belum tamat SD 24 orang 
3 SD/sederajat 89 orang 
4 Tamat SD/Sederajat 1698 orang 
5 SLTP/Sederajat 478 orang 
6 SLTA/Sederajat 247 orang 
7 Diploma I/II 6 orang 
8 Akademi/Diploma III/Sarjana Muda 9 orang 
9 Diploma IV/Strata I 19 orang 
 
 
                                                          
5 Fuad, PJ Lurah Sementara Desa Slendro, Wawancara Pribadi, 31 Mei 2019 
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f. Keagamaan  
Suatu media yang dapat membuat masyarakat menjadi 
aman tentram adalah persoalan agama serta ketaatan terhadap 
ajaran-ajaran agama yang dianutnya. Penduduk Desa Slendro 
secara keseluruhan adalah penganut agama Islam. berikut adalah 
tabel mengenai jumlah penduduk dan agama yang dianut serta 
tempat peribadatan yang ada diwilayah Desa Slendro. 
No  Pemeluk Agama Jumlah  
1 Islam 3791 orang 
2 Kristen - 
3 Katholik - 
4 Hindu - 
5 Budha  - 
Sumber: Data Monografi Desa Slendro Kecamatan Gesi 
Kabupaten Sragen Tahun 2018 
 
No  Tempat Peribadatan Jumlah 
1 Masjid 2 buah 
2 Mushola  9 buah 
3 Gereja - 
4 Vihara - 
5 Pura - 
Sumber: Data Monografi Desa Slendro Kecamatan Gesi 
Kabupaten Sragen Tahun 2018 
 
55 
 
 
 
Keberadaan masjid dan mushola di Desa Slendro sangat 
membantu masyarakat Desa Slendro dalam hal meningkatkan 
ketaqwaan dalam beribadah dan mempererat silaturahim antar 
penduduk Desa Slendro, karena masjid dan mushola digunakan 
sebagai kegiatan rutin keagamaan, seperti pengajian, sholawatan, 
tahlilan dan manaqiban dan kegiatan rutin keagamaan lainya yang 
sifatnya seminggu sekali maupun sebulan sekali. Kegiatan tersebut 
rutin dilaksanakan penduduk Desa Slendro karena mereka percaya 
bahwa hidup didunia hanya sementara, maka selain kehidupan di 
dunia mereka juga harus mengimbangi untuk bekal di akhirat 
nanti.6 
g. Kesehatan  
Di Desa Slendro terdapat sarana prasarana yang memadai 
dalam bidang kesehatan. Hal tersebut terbukti dengan adanya 
beberapa sarana sebagai berikut: 
No Sarana kesehatan Jumlah 
1 Rumah Bersalin 1 buah 
3 Posyandu 2 buah 
5 Praktek Dokter Umum 1 orang 
Sumber: Data Monografi Desa Slendro Kecamatan Gesi 
Kabupaten Sragen Tahun 2018 
 
                                                          
6 Ustadz Wawan Siswadi, Tokoh Agama dan Kasi Pelayanan Desa Slendro, Wawancara 
Pribadi, 15 Mei 2019. 
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Sedangkan keberadaan PUSKESMAS sendiri berada di 
Kecamatan, sehingga masyarakat yang mengalami cidera dan sakit 
yang harus di rawat inap harus ke kecamatan yang jaraknya ± 4,2 
Km dari Desa Slendro. 
 
B. Praktik Pembagian Waris di Desa Slendro Kecamatan Gesi Kabupaten 
Sragen 
1. Proses Pembagian Harta Waris di Desa Slendro 
Praktik pembagian harta waris di Desa Slendro menggunakan 
jalan musyawarah. Prosesnya yaitu menghitung seluruh harta yang 
ditinggalkan pewaris kemudian dibagi rata dengan jumlah anak yang 
dimiliki.  
Pembagian harta waris di Desa Slendro menggunakan sistem 
keridhoan dan keikhlasan antar sesama saudara. Bukan karena 
masyarakat Desa Slendro tidak mengetahui aturan yang ada di dalam 
agama Islam, akan tetapi mereka tidak ingin terjadi perselisihan antar 
sesama saudara hanya untuk merebutkan harta. Pembagian harta waris 
dilakukan setelah pewaris meninggal, karena jika dilakukan sebelum 
pewaris meninggal maka harta tersebut bukan harta waris melainkan 
wasiat, atau bisa juga disebut hibah. 7  
Setelah mencapai kesepakatan maka pembagian dilakukan di 
kantor desa di Desa Slendro untuk membuatkan akta tertulis sebagai 
                                                          
7 Santoso, Lurah Desa Slendro, wawancara Pribadi, 15 Januari 2019 
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bukti bahwa harta tersebut sudah dipindahtangankan. Masyarakat Desa 
Slendro melakukan musyawarah dengan anggota keluarga sehari 
sebelum disahkan (hitam di atas putih) di kantor Desa. Keseluruhan 
masyarakat di Desa Slendro menganut agama Islam, namun dalam 
pembagian harta warisan sejak dahulu bukan menganut pada sistem 
pembagian 2:1 seperti yang diatur oleh agama Islam.8  
Setiap proses pembagian harta warisan di Desa Slendo selalu di 
dahului dengan musyawarah keluarga sebelum di bagi di kantor desa. 
Namun di dalam pembagianya pernah terjadi perselisihan.  
Salah satunya  adalah kasus yang dialami ibu Endang Wartini, 
beliau adalah anak kedua dari empat bersaudara dan beliau juga satu-
satunya anak perempuan di keluarganya. Ayah beliau sudah meninggal 
sejak beliau masih SD dan ibunya meninggal 7 Tahun yang lalu. Saat 
pembagian harta warisan, kakak beliau yang kedua tidak meyetujui 
jika beliau mendapatkan bagian yang setara dengan kakak-kakaknya, 
karena beliau adalah anak perempuan yang hidupnya sudah ditanggung 
oleh suaminya. Hal ini sempat menjadi cekcok antar saudara, namun 
kakak beliau yang paling tua menasehati saudara-saudaranya bahwa bu 
Endang berhak mendapatkan bagian yang setara karena saat ibu beliau 
sakit selama beberapa tahun bu Endanglah yang merawatnya, setelah 
                                                          
8 Dwi Asworo, Perangkat Desa (Bayan Desa Slendro), Wawancara Pribadi, 15 Januari 
2019 . 
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itu seluruh keluarga setuju dengan ikhlas memberi bagian yang setara 
kepada bu Endang.9 
Perselisihan terjadi biasanya memang waktu proses musyawarah 
keluarga, namun setelah di akta kan di kantor desa tidak pernah ada 
perselisihan, meskipun tidak adanya sanksi tertulis apapun untuk 
orang-orang yang melakukan pelanggaran dalam pembagian waris di 
Desa Slendro seperti menuntut atas hak saudaranya maupun 
pelanggaran yang lain, namun sejauh ini hal itu tidak pernah terjadi.10 
2. Pihak-pihak yang Bersangkutan dalam Pembagian Harta Waris di Desa 
Slendro 
Sistem pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat Desa 
Slendro dengan cara musyawarah keluarga yang dihadiri oleh seluruh 
anggota keluarga, 2 tokoh pemerintah (perangkat desa) dan satu tokoh 
agama. Tokoh pemerintah dan tokoh agama dihadirkan sebagai saksi 
dan Hakim bila terjadi suatu masalah saat pembagian harta waris 
tersebut. Yang menjadi Hakim dalam pembagian harta waris di Desa 
Slendro adalah pak lurah, apabila pak lurah tidak ada maka digantikan 
dengan perangkat desa yang lain. Sedangkan untuk saksinya adalah RT 
dan tokoh agama.11 
                                                          
9 Endang Wartini, Pelaku Pembagian Harta Waris, Wawancara Pribadi, 08 Juni 2019. 
10 Joko Purnomo,  Perangkat Desa (Sekertaris Desa Slendro), Wawancara Pribadi, 15 
Mei 2019. 
11 Ibid. 
59 
 
 
 
3. Pendapat Masyarakat Mengenai Pembagian Harta Waris di Desa 
Slendro 
Pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Slendro sebagian 
besar memang tidak menganut hukum Islam sebagai rujukanya, namun 
mengenai jumlah bagian yang diterima anak laki-laki dan perempuan 
tidak boleh disamakan, harus sesuai dengan hukum islam, karena 
dalam hukum waris Islam sudah jelas keterangan pembagianya yaitu 
bagian anak laki-laki 2:1 dengan bagian anak perempuan.12  
Mengenai konsep keadilan dalam hukum waris, adil tidak harus 
rata. Laki-laki diberi 2 bagian karena memiliki tanggungan istri yang 
harus dia nafkahi, sedangkan perempuan hidupnya sudah ditanggung 
oleh suaminya. Apabila ada seorang perempuan yang meminta agar 
bagianya dibuat 1:1 karena dia yang mencari nafkah untuk kebutuhan 
sehari-hari maka itu sama saja menyalahi aturan Islam, berarti dia 
tidak menerima haknya saja melainkan hak saudara-saudaranya juga, 
namun apabila seluruh keluarga bersepakat maka apabila dilakukan 1:1 
pembagianya tetap sah.13 
Apabila ada salah satu pihak yang menginginkan pembagian 
antara anak laki-laki dan perempuan disamakan karena perempuan 
juga mencari nafkah maka hal itu tidaklah dibenarkan, karena didalam 
                                                          
12 Ustadz Wawan Siswadi, Tokoh Agama dan Kasi Pelayanan Desa Slendro, Wawancara 
Pribadi, 15 Mei 2019 
13 Ustadz Muhammad Nur Salim, Tokoh Agama Desa Slendro, Wawancara Pribadi, 15 
Mei 2019. 
60 
 
 
 
Agama Islam kewajiban mencari nafkah adalah suami, jika perempuan 
juga mencari nafkah berarti itu sifatnya adalah membantu, karena di 
dalam Al-Qur’an tidak ada perintah adanya kewajiban perempuan 
untuk menafkahi keluarga.14 
Berikut adalah alasan-alasan pembagian harta waris di Desa 
Slendro disetarakan: 
1. Kemaslahatan keluarga 
Pembagian harta waris disamakan agar ahli waris yang masih butuh 
biaya yang cukup besar bisa terbantu kehidupanya dengan harta yang 
ditinggalkan pewaris khususnya bagi ahli waris yang masih kecil. 
2. Kesepakatan ahli waris 
Sebelum pembagian harta waris di catatkan di kelurahan, maka 
pembagian harta waris dilakukan dengan cara mufakat/musyawarah 
antar keluarga. Apakah harta tersebut dibagikan menurut hukum Islam 
atau dibagi sama rata.15 
Hukum Islam itu sifatnya fleksibel dapat mengikuti situasi dan 
kondisi pengguna hukum (umat islam), begitu juga dalam pembagian harta 
waris. Apabila dalam sebuah keluarga akan membagikan harta waris maka 
harus menggunakan hukum mawaris yang telah disyariatkan dalam agama 
Islam, namun bila salah satu anggota keluarga (ahli waris) merasa 
keberatan dengan pembagian harta dengan bagian 2:1, maka dapat 
                                                          
14 Ustadz Seno, Tokoh Agama Desa Slendro, Wawancara Pribadi, 14 Juni 2019 
15 Santoso, Lurah Desa Slendro, wawancara Pribadi, 15 Januari 2019 
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dimusyawarahkan dan diambil jalan yang terbaik dengan menimbang 
segala situasi dan kondisi.16   
Asumsi masyarakat Desa Slendro setara berarti sama, hanya dalam 
menerima bagian harta waris saja, bukan dalam memenuhi hak dan 
kewajiban yang dibebankan mereka. Mereka belum sepenuhnya faham 
bahwa kesetaraan artinya, setiap orang diberi kepercayaan penuh, dihargai, 
dihormati, dan diberikan pengakuan dalam hal kemampuan dan nilai-nilai 
yang dimiliki. Kesetaraan gender tidak sama dalam hal bagian saja, 
melainkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Kedua belah pihak 
harus memiliki kedudukan yang sejajar dalam mencapai tujuan yang 
disepakati.17 
 
                                                          
16 Ibid, Ustadz Seno. 
17 Rusmin, Tumanggor, dkk, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, (Jakarta: Kencana Prenada 
Group), 2008, hlm. 115 
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BAB IV 
ANALISIS TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS DENGAN 
TEORI KESETARAAN GENDER DI DESA SLENDRO KECAMATAN GESI 
KABUPATEN SRAGEN 
A. Analisis Perspektif Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender dalam 
Pembagian Harta Waris di Desa Slendro Kecamatan Gesi Kabupaten 
Sragen 
Dalam pembagian harta waris di Desa Slendro ditinjau dari 
perspektif tokoh masyarakat terdapat perbedaan pendapat, antara lain 
sebagai berikut: 
1. Perspektif Tokoh Pemerintah (Perangkat Desa) 
Menurut tokoh pemerintah di Desa Slendro yaitu perangkat desa 
mereka setuju dengan pembagian setara antara laki-laki dan 
perempuan, karena sudah sesuai dengan kondisi masyarakat Desa 
Slendro saat ini. Tokoh pemerintahan Desa Slendro berasumsi bahwa 
masyarakat Desa Slendro sebagian besar pencari nafkah utamanya 
adalah perempuan maka tidaklah adil jika harus dibagi 2:1.1 
Mayoritas masyarakat Desa Slendro laki-lakinya bekerja sebagai 
pekerja bangunan dan petani. Hal tersebut dikarenakan tingkat 
pendidikan yang rendah sehingga mereka hanya bisa memenuhi 
kebutuhan sehari-hari sebagai buruh tani maupun pekerja bangunan. 
                                                          
1 Santoso, Lurah Desa Slendro, wawancara Pribadi, 15 Januari 2019 
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Oleh karena itu, maka hasil yang diperoleh dari pekerjaan itu sangatlah 
tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi jika sudah 
memiliki anak yang harus disekolahkan maka membutuhkan biaya 
yang cukup besar. Tidak jauh berbeda dengan perempuan di Desa 
Slendro, mayoritas perempuan di Desa Slendro adalah buruh pabrik, 
tidak sedikit pula yang bekerja sebagai TKW di dalam maupun diluar 
negeri. Hal tersebut bukan semata-mata untuk membiayai kehidupanya 
sendiri melainkan demi keluarga. Sehingga para tokoh pemerintah 
yaitu perangkat desa setuju jika pembagian harta waris di Desa Slendro 
dilakukan dengan setara antara laki-laki dan perempuan.2 
Bagi kalangan tradisional, pembagian waris 2:1 dipandang 
sebagai sesuatu yang bersifat normatif, mereka beranggapan bahwa 
proporsi demikian mengandung keadilan. Laki-laki mendapatkan 
bagian lebih besar karena sesuai dengan kewajiban finansial yang 
harus diembanya. Antara lain memberi nafkah dan membayar mahar. 
Sementara itu bagian wanita lebih kecil karena tidak diwajibkan 
membayar mahar dan memberi nafkah.3 
Namun, bagi kalangan modernis memanndang bahwa proporsi 
2:1 bukanlah sesuatu yang bersifat normatif, akan tetapi merupakan 
salah satu upaya untuk mencapai keadilan dalam konteks kondisi 
                                                          
2 Ristanti, Kasi Pemerintahan Kelurahan Desa Slendro, “Wawancara Pribadi”, 15 
Januari 2019, Jam 12.32-1250 WIB. 
3 Sidik, kewarisan Perempuan di Negara Muslim Modern: Pergeseran, Adaptabilitas, 
dan Tipologi, (Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta), 2013, hlm. 2-3 
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sosial masyarakat yang cenderung didominasi laki-laki di sektor 
publik. Karena itu, ketika kondisi sosial mengalami pergeseran ke arah 
struktur masyarakat bilateral dan tersedianya pemerataan peran bagi 
perempuan di sektor publik, makakonsepsi keadilan hak-hak waris dan 
kebendaan bagi perempuan juga seharusnya mengalami transformasi 
agar substansi keadilan yang di kehendaki oleh nash tidak kehilangan 
relevansinya.4  
Praktik kewarisan di Desa Slendro tidak terlepas dari tradisi dan 
budaya yang melingkari masyarakatya, dalam agama Islam dikenal 
dengan sistem kekeluargaan yang bersifat bilateral, yaitu jika dikaitkan 
dengan pembagian kewarisan maka antara pihak laki-laki dan 
perempuan mendapat hak yang sama. 5 
2. Perspektif Tokoh Agama 
Berbeda dengan pendapat tokoh agama, pembagian harta waris 
harus sesuai dengan hukum islam, karena hukum kewarisan adalah 
hukum pasti dan sudah tertera bagian masing-masing di dalam Al-
Qur’an. Yaitu QS An-Nisa Ayat 11 yang disitu dijelaskan: 
 ْنِإَو َكَر َت اَم َاثُل ُث َّنُهَل َف ِْيْ َت َن ْثا َقْو َف ًءاَسِن َّنُك ْنَِإف ِْيْ َي َث ْنلأا ِّظَح ُلْثِم ِرَكَّذِلل
 ُفْصِّنلا اَهَل َف ًةَدِحاَو ْتَناَك 
 
                                                          
4 Ibid, Sidik, kewarisan Perempuan di Negara Muslim Modern: Pergeseran, 
Adaptabilitas, dan Tipolog.. hlm. 3 
5 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan 
Adaptabilitas, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 20-22 
 
65 
 
Yang mempunyai arti “bahagian seorang anak lelaki sama 
dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu 
semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga 
dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, 
maka ia memperoleh separo harta”. Dari ayat tersebut sudah sangat 
jelas bagian-bagian yang diterima antara anak laki-laki dan anak 
perempuan. Hal tersebut sudah sangat adil, terlebih jika melihat 
kebutuhan laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan, 
seperti mahar, nafkah, kebutuhan sehari-hari, bahkan dalam mengurus 
anak juga.6 
Menurut pendapat Ustadz Muhammad Nur Salim dan Ustadz 
Wawan Siswadi beliau berpendapat bahwa laki-laki harus mendapat 
dua bagian dari perempuan karena itu sesuai dengan QS. An-Nisa ayat 
11 bagian tersebut sudah adil, karena adil tidak harus sama, tergantung 
situasi dan kondisi. Laki-laki mendapatkan bagian lebih besar karena 
laki-laki memiliki tanggung jawab atas keluarganya untuk mencari 
nafkah, apabila perempuan bersikukuh meminta bagian yang sama 
karena dia juga mencari nafkah maka tidaklah benar, jika perempuan 
mencari nafkah itu sifatnya membantu, karena kewajiban mencari 
nafkah adalah seorang laki-laki. 
Berbeda dengan pendapat Ustadz Seno, beliau berasumsi bahwa 
Hukum Islam itu bersifat fleksibel dapat mengikuti situasi dan kondisi 
                                                          
6 Ustadz Muhammad Nur Salim, Tokoh Agama Desa Slendro, Wawancara Pribadi, 15 
Mei 2019. 
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pengguna hukum (umat Islam), begitu juga dalam pembagian harta 
waris. Apabila dalam sebuah keluarga akan membagikan harta waris 
maka harus menggunakan hukum mawaris yang telah disyariatkan 
dalam agama Islam, namun bila salah satu anggota keluarga (ahli 
waris) merasa keberatan dengan pembagian harta dengan bagian 2:1, 
maka dapat dimusyawarahkan dan diambil jalan yang terbaik dengan 
menimbang segala situasi dan kondisi.7 
Jika pembagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan 
hendak disamakan bagianya maka harus melalui kesepakatan keluarga. 
Hal ini dapat terjadi dalam beberapa kasus diantaranya apabila keadaan 
perekonomian ahli waris laki-laki lebih mapan dibanding dengan ahli 
waris perempuan dan akhirnya diambil kebijakan untuk disamaratakan 
pembagian harta waris yang harus melalui musyawarah. 
Dalam hal nafkah keluarga, jika laki-laki tidak mampu untuk 
memenuhi kewajibannya untuk mencari nafkah, dan posisinya 
digantikan oleh perempuan sebagai tulang punggung keluarga, 
bukankah hal yang tidak adil bila pembagian harta waris dibagi 2:1, 
dan jika kita lihat kenyataan pada masyarkat dalam hal pengurusan 
orang tua yang sudah lanjut usia biasanya dirawat oleh anak 
perempuan. Dalam merawat orang tua tidak mungkin menggunakan 
hartanya untuk memenuhi semua kebutuhan, hanya kebutuhan yang 
                                                          
7 Ustadz Seno, Tokoh Agama Desa Slendro, Wawancara Pribadi, 14 Juni 2019 
67 
 
memerlukan biaya besar seperti masuk rumah sakit maka harta orang 
tua yang digunakan.8 
Syari’at Islam juga mengakui adat (urf) sebagai sumber hukum 
Islam, karena sadar dengan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah 
memainkan peranan penting dalam mengatur hubungan masyarakat. 
Hukum adat diakui sebagai hukum yang tidak tertulis, dipatuhi dan 
dirasakan sesuai dengan kesadaran hukum mereka, oleh karena itu 
Islam membiarkan hukum adat yang tidak bertentangan dengan prinsip 
akidah, tauhid dan tidak bertentangan dengan rasa kemanusiaan dan 
keadilan. Pada prinsipnya hukum Islam ditegakkan bertujuan untuk 
kemaslahatan umat. Dalam memahami suatu hukum haruslah dilihat 
untuk apa hukum itu ada, di mana hukum itu dilahirkan dan kapan 
hukum itu berlaku. 
Pada dasarnya masyarakat Desa Slendro dalam hal kewarisan 
lebih difahami sebagai suatu peraturan tentang perpindahan harta 
seseorang, baik ketika dia masih hidup maupun sudah meninggal dunia 
untuk diteruskan kepada ahli waris/keturunanya. Dalam praktiknya 
sebagian masyarakat Desa Slendro memilih untuk menggunakan jalan 
musyawarah dalam hal pembagian harta waris mereka. 
 Masyarakat Desa Slendro menganggap pembagian harta waris 
dengan sistem setara adalah adil, karena antara ahli waris laki-laki dan 
ahli waris perempuan sama-sama berhak menerima harta wais, sama-
                                                          
8 Ibid.  
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sama mempunyai tanggung jawab dan kewajiban terhadap keluarga. 
Oleh karena itu, ahli waris perempuan pantas untuk mendapatkan 
bagian yang sama dengan ahli waris laki-laki.9  
Di dalam tradisi atau kebiasaan dalam hal pembagian harta 
waris di Desa Slendro memang sebagian besar menggunakan 
pembagian harta waris secara kekeluargaan atau dalam istilah lain 
secara musyawarah. Namun masyarakat Desa Slendro sebagian juga 
menggunakan hukum Islam dalam membagikan harta warisan mereka. 
Menurut mereka hukum yang ada di dalam Al-Qur’an adalah hukum 
yang paling adil. 
Mengenai hukum dalam pembagian harta waris, manakala 
keadaan yang mendesak dan dapat dibicarakan (dimusyawarahkan) 
dengan anggota keluarga maka pembagiannya dapat ditentukan sesuai 
kadar kebutuhan ahli waris, hal ini dilakukan demi terciptanya 
hubungan harmonis dalam sebuah keluarga dan kesejahteraan anggota 
keluarga. Karena sudah banyak terjadi sebuah keluarga terpecah belah 
akibat perebutan harta waris, perpecahan ini diakibatkan tidak adanya 
rasa keadilan dalam pembagian harta, sehingga pihak yang merasa 
tidak adil akan tumbuh rasa dengki pada saudaranya yang mendapat 
bagian yang tak sepadan dengannya.  
Kebolehan untuk berdamai dalam pembagian harta waris ini 
juga diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 183 yang 
                                                          
9 Fuad, PJ Lurah Sementara Desa Slendro, Wawancara Pribadi, 31 Mei 2019 
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berbunyi: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian 
dalam pembagian harta waris setelah masing-masing menyadari 
bagiannya”.10 
Hukum adat diakui sebagai hukum yang tidak tertulis, dipatuhi 
dan dirasakan sesuai dengan kesadaran hukum mereka. Praktik 
pembagian waris di Desa Slendro adalah sebuah adat dan tradisi yang 
dianggap sah dan tidak bertenangan dengan hukum Islam. Hukum 
Islam sifatnya fleksibel dapat mengikuti situasi dan kondisi pengguna 
hukum (umat islam), begitu juga dalam pembagian harta waris. 
Apabila dalam sebuah keluarga akan membagikan harta waris maka 
harus menggunakan hukum mawaris yang telah disyariatkan dalam 
agama Islam, namun bila salah satu anggota keluarga (ahli waris) 
merasa keberatan dengan pembagian harta dengan bagian 2:1, maka 
dapat dimusyawarahkan dan diambil jalan yang terbaik dengan 
menimbang segala situasi dan kondisi.11 
B. Analisis Gender pathway dalam pembagian harta waris di desa Slendro 
Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen 
Berdasarkan pemaparan terkait kesetaran gender dalam pembagian 
waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Slendro Kecamatan Gesi 
Kabupaten Sragen terjadi karena adanya suatu geseran budaya dalam 
tatanan masyarakat. Yaitu adanya keyakinan bahwa kini tidak ada lagi 
                                                          
10 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 
1995) hlm. 158 
11 Santoso, Lurah Desa Slendro, wawancara Pribadi, 15 Januari 2019 
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pembeda antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta waris, 
yang menjadi pembela adalah hak dan kewajiban. Hal tersebut disebabkan 
karena perbedaan pemahaman mengenai konsep kewarisan dalam 
lingkungan masyarakat.  
Berikut adalah analisis Pathway mengenai kesetaraan gender 
dalam pembagian harta waris di Desa Slendro berdasarkan Akses, 
Partisipasi, Kontrol dan Manfaat:12 
1. Akses  
Pengetahuan masyarakat Desa Slendro mengenai kesetaraan 
gender sangat minim. Informasi yang akurat untuk memberikan 
pengetahuan tentang setara dalam pembagian harta waris belum 
tersedia dengan baik. Beberapa informan warga masyarakat Desa 
Slendro tidak semua mengetahui hak-hak dan kewajiban yang di dapat 
setelah adanya pembagian harta waris. 
Belum adanya aturan yang tertulis di kantor desa mengenai 
kesetaraan gender dalam pembagian harta waris di Desa Slendro. 
Tidak ada aturan khusus yang mengharuskan pembagian 2:1 maupun 
1:1 karena, sebelum harta dibagikan keluarga yang bersangkutan akan 
mengadakan musyawarah harta warisanya mau dibagikan 
menggunakan aturan dalam Islam atau dengan cara musyawarah. 
                                                          
12 Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Perundang-undangan, 
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kementrian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Kementrian Dalam Negeri Republik 
Indonesia, (Jakarta: 2011), hlm. 21. 
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2. Partisipai 
Laki-laki dan perempuan belum turut serta dalam 
pengambilan keputusan mengenai pembagian harta waris. dalam 
praktik pembagian harta waris di Desa Slendro hak sepenuhnya masih 
ada pada laki-laki, misalnya, dalam proses pembagian harta ketika 
seorang perempuan meminta bagiannya disama-ratakan harus 
memperoleh persetujuan dari semua anak laki-laki. Perempuan 
kehilangan suaranya dalam memberikan pendapatnya, seperti yang 
terjadi saat pembagian harta waris keluarga ibu Endang, beliau harus 
memperoleh izin semua saudara laki-lakinya dalam pembagian harta 
waris meskipun beliau tau saat ibu beliau sakit beliaulah yang 
merawatnya sehingga beliau berhak mendapatkan bagian yang 
seimbang dengan saudara-saudaranya. 
3. Kontrol 
Di Desa Slendro tidak ada aturan khusus mengenai 
pembagian harta waris, sehingga belum ada sanksi yang tertulis 
apabila terjadi perselisihan dan penyimpangan saat pembagian 
maupun sesudah pembagian harta waris. Pemerintahan Desa Slendro 
memang tidak memberikan aturan karena beberapa masyarakat di 
Desa Slendro juga ada yang saat pembagian harta waris menggunakan 
sistem 2:1 yaitu pembagian yang diatur oleh Agama. 
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4. Manfaat  
Perempuan di Desa Slendro belum sepenuhnya menikmati 
hasil yang sama dengan laki-laki. Karena, hak dan kewajiban yang 
diperoleh perempuan di Desa Slendro tidak berimbang, seperti kasus 
yang dialami ibu Endang Wartini. Beliau memiliki kewajiban 
merawat ibu dari ke-empat saudaranya, namun saat pembagian harta 
warisan beliau tidak memperoleh haknya dalam memberikan 
suaranya. Ini membuktikan bahwa dalam indikator manfaat di Desa 
Slendro belum setara. 
Meskipun tokoh masyarakat menerapkan kesetaraan gender 
dalam pembagian waris di Desa Slendro, namun tidak semua 
masyarakat faham bagaimana Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat 
(APKM) dalam pembagian harta waris. Terbukti saat pembagian 
waris masih ada konflik yang muncul. Dalam hal pembagian harta 
waris yang pembagianya dilakukan secara setara/ sama rata 
memerlukan indikator agar pembagianya adil/sama rata.  
Solusi penyelesian pembagian harta waris dengan kesetaraan 
gender dengan menggunakan analisis pathway sebagai berikut: 
No Analisis Gender Uraian 
1 Akses  1. Tersedianya informasi yang akurat untuk 
memberikan pengetahuan dan pemahaman 
mengenai pentingnya pembagian harta waris 
bagi laki-laki dan perempuan secara setara 
2. Tersedianya informasi yang dapat diakses 
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dengan mudah, murah, dan dapat dimengerti 
dan difahami dengan mudah mengenai 
kesetaran gender dalam pembagian harta 
waris. 
3. Adanya aturan tertulis mengenai kesetaraan 
gender dalam pembagian harta waris 
4. Perlu adanya sumber daya manusia yang 
membantu memberikan solusi untuk 
persoalan mengenai pembagian harta waris 
2 Partisipasi  1. Laki-laki dan perempuan sama-sama 
mempunyai hak untuk mencari solusi dalam 
penyelesaian pembagian harta waris. 
2. Laki-laki dan perempuan sama-sama turut 
serta dalam pengambilan keputusan 
mengenai pembagian harta waris 
3 Kontrol  1. Laki-laki dan perempuan setara dalam 
menggunakan hak dalam menikmati harta 
waris 
2. Adanya sanksi khusus bagi pelanggaran dan 
penyimpangan mengenai pembagian harta 
waris 
4 Manfaat  Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang 
sama dan adil dalam mengelola hak dan 
kewajiban yang berkaitan dengan pembagian 
harta waris 
Sumber data diolah dari hasil penelitian. 
Keempat indikator diatas mempunyai keterkaitan satu dengan yang 
lain, mempunyai nilai yang sama penting antara satu dengan yang lainya 
sehingga diharapkan dapat mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender 
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khususnya mengenai penyelesaian harta waris yang memberikan 
perlindungan bagi laki-laki dan perempuan.  
Menurut pendapat  Joda al-Maula, yag berkaitan dengan 
kepemimpinan dalam pemerintahan atau negara merupakan monopoli 
kaum laki-laki yang menduduki jabatan-jabatan kunci, khususnya jabatan 
kepala negara. Al-Maula mengakui bahwa dalam kenyataan sementara 
kaum perempuan mampu memimpin negara, mereka lebih unggul dari 
sementara kaum laki-laki, baik dalam berfikir maupun dalam 
mengendalikan urusan negara meskipun jumlah mereka sangat sedikit. 
Karena jumlah perempuan yang mampu menjadi pemimpin negara 
jumlahnya sedikit, maka hilanglah hak kesamaan perempuan dengan laki-
laki untuk memimpin negara.13 
Mengomentari pendapat diatas, Munawir Sjadzali menyatakan 
bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Joda al-Maula tersebut 
merupakan sesuatu yang cukup aneh dan tidak rasional. Hal ini terlihat 
dari penentuan persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan 
hanya didasarkan pada jumlah perempuan yang memiliki kemampuan 
untuk memimpin negara lebih sedikit di banding dengan laki-laki, bukan 
didasarkan pada kualitas yang dimiliki oleh kaum perempuan tersebut. 
                                                          
13 M. Usman, Rekontruksi Teori Hukum Islam (Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi 
Hukum Islam Munawir Sjadzali), (Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara), 2015, hlm. 121 
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Karena jumlahnya yang sedikit, maka perempuan kehilangan hak 
kesamaan dirinya dengan laki-laki.14 
                                                          
14 Ibid,  M. Usman, Rekontruksi Teori Hukum Islam (Membaca Ulang Pemikiran 
Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali), hlm 121. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Setelah data terkumpul dan dianalisis, maka hasil akhir dari 
penelitian mengenai kesetaraan gender dalam pembagian harta warisan di 
Desa Slendro ini dapat disimpulkan bahwa: 
1. Kesetaraan gender dalam pembagian harta warisan terdapat perbedaan 
pendapat, Menurut tokoh pemerintah di Desa Slendro mereka setuju 
dengan pembagian harta waris yang disetarakan antara laki-laki dan 
perempuan, karena sudah sesuai dengan kondisi masyarakat Desa 
Slendro saat ini yang sebagian besar pencari nafkah utamanya adalah 
perempuan. Sedangkan pendapat tokoh agama bahwa laki-laki harus 
mendapat dua bagian dari perempuan karena itu sesuai dengan QS. 
An-Nisa ayat 11 bagian tersebut sudah adil, karena adil tidak harus 
sama, tergantung situasi dan kondisi. Laki-laki mendapatkan bagian 
lebih besar karena laki-laki memiliki tanggung jawab atas keluarganya 
untuk mencari nafkah, apabila perempuan bersikukuh meminta bagian 
yang sama karena dia juga mencari nafkah maka tidaklah benar, jika 
perempuan mencari nafkah itu sifatnya membantu, karena kewajiban 
mencari nafkah adalah seorang laki-laki. Pembagian harta waris yang 
di lakukan masyarakat Desa Slendro secara 1:1 atau dibagi sama antara 
perempuan dan laki-laki dilakukan secara suka rela. Artinya mereka 
merelakan bagiannya diambil oleh saudaranya yang perempuan bagi 
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yang laki-laki. Dengan dasar kerelaan tersebut dapat disimpulkan 
bahwa kesadaran yang dilakukan tidak mengubah ketentuan apapun 
dari ketentuan aturan. Mereka sadar bahwa ketentuan aturanya adalah 
2:1 tetapi kemudian 2:1 yang laki-laki mengikhlaskan bagianya untuk 
dibagi rata menjadi 1:1.  
2. Pandangan gender mengenai pembagian waris di Desa Slendro adalah, 
jika bagian laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan dikaitkan 
dengan suatu persyaratan bahwa laki-laki mempunyai kewajiban 
memberi nafkah istri, maupun adik perempuan yang belum bersuami, 
perkembangan zaman menuntut perempuan untuk bisa lebih maju dan 
mandiri. Sehingga wilayah mencari nafkah dilakukan oleh kaum 
perempuan merupakan hal yang biasa. Bila dengan kondisi demikian 
ketentuan hukum waris masih diterapkan 2:1 itu dianggap sebagai 
ketidakadilan 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti 
menemukan saran sebagai berikut: 
1. Perlu kiranya dilakukan penyuluhan hukum Islam terhadap masyarakat 
Desa Slendro, baik melalui instansi atau lembaga pemerintahan, tokoh 
masyarakat maupun tokoh agama sehingga tumbuh kesadaran 
masyarakat setempat untuk melaksanakan hukum-hukum Allah SWT 
khususnya tentang waris. 
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2. Dalam pembagian harta waris hendaknya dimusyawarahkan dahulu 
apakah mau menggunakan pembagian waris yang sesuai dengan 
hukum Islam atau mau disetarakan agar tidak ada perselisihan antar 
keluarga. 
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Lampiran 1 
PEDOMAN WAWANCARA 
Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, maka dalam hal 
ini peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa tokoh 
masyarakat di Desa Slendro Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen antara lain 
sebagai berikut: 
1. Apa yang anda ketahui tentang pembagian harta waris? 
2. Kapan pembagian harta waris itu dilakukan? 
3. Siapa saja yang orang yang membagikan dan yang berhak menerima harta 
waris? 
4. Dimanakah proses pembagian harta waris itu berlangsung? 
5. Mengapa pembagian harta waris di Desa Slendro di sama ratakan? 
6. Bagaimana proses pembagian harta waris di Desa Slendro Kecamatan 
Gesi Kabupaten Sragen? 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2 
DAFTAR INFORMAN 
No Nama Tanggal Wawancara Keterangan 
1 Santoso  15 Januari 2019 Kepala Desa Slendro 
2 Joko Purnomo 15 Mei 2019 Sekertaris Desa Slendro 
3 Ristanti 15 Januari 2019 Kasi Pemerintahan 
Kelurahan Desa Slendro 
4 Fuad  31 Mei 2019 PJ Lurah Sementara Desa 
Slendro 
5 Muhammad Nur 
Salim 
15 Mei 2019 Tokoh Agama di Desa 
Slendro 
6 Seno  08 Juni 2019 Tokoh Agama di Desa 
Slendro 
7 Wawan Siswadi 15 Mei 2019 Tokoh Agama di Desa 
Slendro 
8 Endang Wartini 08 Juni 2019 Pelaku pembagian harta 
waris di Desa Slendro 
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